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ABSTRAK 

 

Marsyawati Bawu,  S2116117, 2020,  Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat 

Patilanggio Kabupaten  Pohuwato. 

 Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah masih terdapat keluhan 

masyarakat terhadap pelayanan publik di kantor camat antara lain, penerimaan pegawai kepada 

masyarakat sering tidak memuaskan, keterlabantan dalam proses pelayanan terutama pengurusan 

surat keterangan pengantar KTP, kurang simpatinya masyarakat terhadap cara pegawai menerima 

pelanggan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul kualitas pelayanan 

publik pada kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana Kualitas 

Pelayanan Publik Di Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato? Tujuan Penelitian adalah 

untuk mentgetahui gambaran tentang kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Patilanggio 

Kabupaten Pohuwato. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan bagi penulis khususnya dalam layanan pemerintahan, dan menjadi bahan masukan 

dan koreksi bagi pemerintah khususnya pemerintah kecamatan patialnggio dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato.,   

 Kualitas Pelayanan Publik adalah merupakan totalitas dari karakteristiksuatu roduk 

yang  menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan . Kualitas pelayanan publik dapat 

diketahui dengan cara memabndingka persepsi para pelanggan (masyarakat) ata pelayanan yang 

sesungguhnya mereka inginkan. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemeberian layanan 

(melayani) keperluan orang atu masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Terdapat lima pendekatan yang 

digunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan  yaitu : 1), Tangible, 2) Reliability, 3) 

responsiviness 4). Assurance, 5) Empathy. (Parasuraman,et,al 2016:222) 

 Metode yang digunakan dalam penelitia ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, dengan menggunakan sumber data sekunder dan primer, data diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam  

penelitian ini berdasarkan teori Milles M.B dan Huberman.(2014) 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari dimennsi – dimensi yang digunakan dalam 

melihat kualitas pelayanan di Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato dapat dibambarkan 

bahwa dari dimensi-simensi ini semauanya telah dilaksnakattn dan jalankan oleh pegawai secara 

umum sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan dari aspek pengetahun yang dimiliki pegawai 

dalam menggunakan alat komunikasi yakni secara spesifik kemampuan dalam mengoperasiakan 

alat tersebut masih perlu dilekaukan secara merata kepada pegawai agar tidak mengjadi 

penghambat dalam pelayanan ketika operator tidak berada di Kantor. Hal ini perlu dilakukan 

pemerintah Kecamatan Patilanggio dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta kepuasan yang 

diterima oleh pelanggan dalam hal ini masysarakat (Publik). 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik sudah baik namun masih 

perlu di tingkat sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat. Disarankan pula 

pemerintah Kecamatan Patilanggio harus memberikan kesempatan kepada pegawai secara 

keselurhan agar dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan alat bantu 

komunikasi melalui camera yang digunkan dalam pelayanan KTP. Pememrintah mendorong 

pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan agar lebih mudah memahami pemanfaatan sarana dan 

prasarana penting yang ada Di Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan publik, Kepuasan, Kinerja Aparat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.2 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dasar dari setiap warga Negara atas jasa dan barang, dan layanan administrasi 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan 

publik. Penyelenggara layanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan 

publik, baik organisasi Pemerintah Daerah maupun BUMD yang merupakan 

penyelenggara pelayanan publik. 

Layanan i iPublik iyang iberkualitas iatau iyang ibiasa idisebut idengan ipelayanan 

iprima iadalah imerupakan ipelayanan imaksimal iyang imemenuhi istandar ikualitas 

ipelayanan. Standar ipelayanan isebagai iukuran iyang idigunakan idalam 

ipenyelengaraan ipelayanan idan isebagai i iacuan idari ikualitas ipelayanan iyang 

imerupakan ikewajiban idan ijanji penyelenggara ipelayanan ikepada imasyarakat iuntuk 

imemberikan iyang iberkualitas, icepat, imudah, iterjangkau, idan iterukur. iSeperti 

itertuang idalam iperaturan iMentri iPendayagunaan iAparatur iNegara idan iReformasi 

iBirokrasi iRepublik iIndonesia iNomor i15 iTahun i2014, ibahwa ikomponen istandar 

ipelayanan iyang iterkait idengan iproses ipenyampaian ipelayanan imeliputi ipersyaratan, 

iprosedur, ijangka iwaktu ipelayanan, ibiaya/tarif, iproduk ipelayanan idan ipenanganan 

ipengaduan. iApabila iintansi ipemerintahan idan ilembaga ilembaga iyang ilain isudah 

imampu imewujudkan istandar ikualitas iseperti iamanah iMentri iPendayagunaan 

iAparatur iNegara idan iReformasi iBirokrasi iRepublik iIndonesia idimaksud, imaka 
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isudah idapat idipastikan ibahwa iintansi i– iinstansi itersebut itelah imemberikan ikualitas 

ipelayan iyang ibaik. 

Di idalam iKEPMENPAN iNomor i63 itahun i2004 itentang ipedoman iUmum 

iPenyusunan iIndeks ikepuasan iMasyarakat iUnit iPelayanan iIntansi iPemerintah, 

ibahwa ipelayanan ipublik iadalah isegala ikegiatan iyang idilaksankan ioleh ipenyelengara 

ipelayanan ipublik isebagai iupaya ipemenuhan ikebutuhan ipenerima ipelayanan, 

imaupun iidalam iirangka iipelaksanaan iiketentuan iiperaturan iiperundang-undangan 

iipenyelengara iipelayanan iipublik iiadalah iipetugas iipelayanan iibaik iiPemerintah iiDaerah 

iimaupun iiBadan iiUsaha iiMilik iiDaerah iiyang iimenyelengarakan iipelayanan iiPublik. 

iiSedangkan iipenerima iipelayana iiadalah iiperseorangan iiatau iikelompok iimasyarakat 

iidan iibadan iihukum iiyang iimemiliki iihak iidan iikewajiban iiterhadap iisuatu iipelayanan 

iipublik. i 

Pelayanan iPublik iadalah imencakup isemua ikegiatan idalam irangka imemenuhi 

ikebutuhan imasyarakat i idasar isesuai idengan ihak-hak isebagai iwarga inegara iatas 

ibarang, ijasa idan ilayanan iadministrasi iyang itelah idisediakan ioleh ipenyelengara 

ipelayanan iterkait idengan ikepentingan iorang ibanyak/publik. iMisalnya ipelayanan 

iadministrasi ipembuatan iKTP i idan iSKCK, i ilayanan idalam i ijasa icontonya ijasa ilayanan 

ikantor ipos idan iperbankan.  

Kualitas ipelayanan iadalah isuatu ikeadaan idimana iterjalin ihubungan iyang 

idinamis iantara ipenguna imaupun ipemberi ilayanan. iPelayanan ipublik ierat 

ihubunganya idengan ikemampuan, idaya itanggap, iketepatan iwaktu, idan isarana 

iprasarana iyang itersedia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan 

yang diharapkan oleh penguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut 
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sudah  berkualitas. Begitu ipula isebaliknya ijika ilayanan iyang idiberikan ibelun isesuai 

idengan iharapan ipenguna ilayanan, imaka ipasti ipelayanan itersebut iitu itidak 

iberkualitas. iKualitas ipelayanan ibaik iatau itidak ibaik ibukan ididasarkan i ipada isudut 

ipersepsi ipenyedia ilayanan imelainkan ididasarkan ipada ipersepsi ipengguna ilayanan 

idan iaturan iatau iketentuan itentang ikualitas ipelayanan. 

Terkait dengan kuaLitas pelayanan publik yang sebagaimanan diuraikan di 

atas, Parasuraman, Zeithamland Barry (1996) mndefinisikan pelayanan publik 

sebagai customer satisfication is customer perceptioan of single service 

experience” yakni persepei konsumen suatu jenis pelayanan yang di alaminya hal 

ini berarti bahwa konsumen akan memiliki persepsi  atau pendapat sendiri 

terhadap playanan yang ditermany, apakah pelayanan tersebut memberikan 

kepuasan atau malah sebaliknya. 

Pelayanan ipublik itercermin idalam isegala ibentuk ikegiatan idalam irangka 

ipengaturan, ipembinaan, ipeneyedaiaan ifasilitas, ijasa idan ilainnya  iyang 

idiselenggarakan ioleh ipemerintah ikepada imasyarakat isesuai idengan iketentuan iyang 

iberlaku. iOleh ikarena iitu ibirokrasi iberkewajiban imemberikan idan ibertanggung ijawab 

iuntuk imemberikan ilayanan iyang ibaik idan iprofesional. Pelyanan publik (publik 

services) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi 

aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. 

Pelayanan publik (publc services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk 

mensejahterakan masyarakat (warga negara) 

Berdasarkan iuraian idi iatas, idapat iuraikan igambaran ibahwa isegala imacam 

ibentuk ipelayanan ipublik iadalah iuntuk imemenuhi ikebutuhan imasyarakat ibaik 
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ibarang, ijasa imaupun ipelayanan iadministratif. iPelayanan ipublik idilakukan ioleh 

ipemerintah ikepada imasyarakat iyang imeminta ilayanan. iPemerintah iberkewajiban 

imelayani imasyarakat idengan ipelayanan iyang immberikan ikemudahan itanpa 

imempersulit iprosedur.Berdasarkan ipenjelasan ikonsep ikualitas ipelayanan ipublik 

iyang idilaksnaakan ioleh ipemberi ilayanan ipublik idalam ihal iini ipemerintah, imaka 

iperlu imempersiapkan iseluruh ielemen-elemen ipelayanan iyang iberkaitan idengan 

isumber idaya i iyang idigunakan, isistem idan iprosedur, isarana idan iprasarana idan 

ipengorganisasi imenjadi ihal ipenting iyang iharus idisiapkan ioleh ipemberi ilayanan. 

Luasnya iruang ilingkup ipelayanan idan ijasa ipublik icenderung isangat itergantung 

ikepada iideologi idan isistem iekonomi isuatu inegara. iNegara-negara isosialis icenderung 

imemiliki iruang ilingkup ipelayanan ilebih iluas idibandingkan inegara-negara ikapitalis. 

iTetapi iluasnya icakupan ipelayanan idan ijasa-jasa ipublik iseringkali itidak iidentik 

idengan ikualitas ipelayanan iyang idiberikan. iKarena ipelayanan idan ijasa ipublik 

imerupakan isuatu icara ipengalokasian isumber idaya imelalui imekanisme ipolitik, 

ibukannya ilewat ipasar, imaka ikualitas ipelayanan iitu isangat itergantung ikepada ikualitas 

idemokrasi. iKonsekuensi idari ihal iini iadalah inegara-negara iyang ipilar-pilar 

idemokrasinya itidak ibekerja isecara ioptimal itidak imemungkinkan ipencapaian 

ikualitas ipelayanan ipublik iyang ilebih ibaik. iBahkan isebaliknya, pelayanan publik 

tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-

praktek korupsi. 

Dalam ikondisi idemikian ihanya iorganisasi iyang imampu imemberikan 

ipelayanan iberkualitas iakan imerebut ikonsumen ipotensial, iseperti ihalnya ilembaga 

ipemerintah isemakin idituntut iuntuk imenciptakan ikualitas ipelayanan iyang idapat 
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imendorong idan imeningkatkan ikegiatan iekonomi. iOleh ikarena iitu, ipelayanan  

iaparatur iharus ilebih iproaktif idalam imencermati iparadigma ibaru iglobal iagar 

ipelayanannya imempunyai idaya isaing iyang itinggi idalam iberbagai iaktivitas ipublik. 

 Pelayanan iPublik imerupakan isegala ikegiatan idalam irangka ipemenuhan idasar 

isesuai idengan ihak-hak iwarga inegara iatau ipenduduk iatas isuatu ibarang, ijasa idan 

ipelayanan iadministrasi iyang idisediakan ioleh ipenyelengara ipelayanan iyang iterkait 

idengan ikepentingan ipublik. iContoh ipelayanan ipublik idalam ibentuk iadministrasi 

iyaitu ipembuatan iKTP i(Kartu iTanda iPenduduk) idan iSKCK i(Surat iKeterangan 

iCatatan iKepolisian), ipelayanan idalam ibentuk ijasa imisalnya ikantor ipos idan ibank. 

iSedangkan ipelayanan idalam i ibentuk ibarang iseperti ipembayaran ipajak iyang 

idigunakan iuntuk ipembangunan iinfrastruktur iNegara. 

Dari iberbagai iuraian idi iatas, ipelayanan ikualitas ibirokrasi iadalah imelayani 

ikonsumen iyang isesuai idengan ikebutuhan idan iseleranya. iPengertian iini imemberikan 

ipemahaman ibahwa isegala isesuatu iyang iberkaitan idengan ipelayanan, isemuanya 

isudah iterukur iketepatannya ikarena iyang idiberikan iadalah ikualitas.   

Sejalan dengan itu, prinsip market oriented organisasi pemerintahan 

mengandung makna bahwa pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat (publik) harus mengutamakan pelayanan kepuasan masyarakat 

sebagai pelanggan (customer). Demikian juga prinsip catalitic government, 

mengandung pengertian bahwa aparatur pemerintah harus bertindak sebagai 

katalisator dan bukannya justru menjadi penghambat kegiatan pembangunan, 

termasuk di dalamnya mempercepat pelayanan masyarakat. Dalam ikonteks iini, 

ifungsi ipemerintah ilebih idititikberatkan isebagai iregulator idibanding iimplementator 
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iatau iaktor ipelayanan. iDalam ihal iini ipemerintah iseharusnya idapat imemberdayakan 

ikelompok-kelompok imasyarakat isebagai ipenyedia iatau ipelaksana ijasa ipelayanan 

iumum. iDengan ikata ilain, itugas ipemerintah iadalah imembantu imasyarakat iagar 

imampu imembantu idirinya isendiri i(helping ipeople ito ihelp ithemselves). iInilah 

isesungguhnya iyang idimaksud idengan iprinsip iself-help iatau isteering irather ithan 

irowing. 

Bagi ikebanyakan iorang, iamat isulit iuntuk imemahami ipelayanan iyang 

idiselenggarakan ioleh ibirokrasi ipublik iselama iini. iMasyarakat ipengguna ijasa isering 

idihadapkan ipada ibegitu ibanyak iketidakpastian iketika imereka iberhadapan idengan 

ibirokrasi ipublik. iAmat isulit ibagi imasyarakat iuntuk imemperkirakan ikapan ipelayanan 

iitu ibisa idiperolehnya. Begitu pula dengan harga pelayanan, bisa berbeda-beda 

tergantung pada banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para 

pengguna jasa. Baik iharga iataupun iwaktu iseringkali itidak ibisa iterjangkau ioleh 

imasyarakat isehingga ibanyak iorang iyang ikemudian ienggan iberurusan idengan 

ibirokrasi ipublik. 

Fenomena di atas ditemukan pula (dari obsevasi awal) yang dilakukan 

penulis bahwa pada Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato masih 

banyak ditemukan masyarakat yang mengeluhkan kualitas pelayanan aparat baik 

dari segi waktu, kualitas maupun biaya pelayanan.  peneliti imenemukan imasalah 

iterkait ipelayanan ipublik. iMasalah itersebut iyaitu imengenai ijangka iwaktu i ipelayanan, 

isebagai icontoh iketika imasyarakat imengurus iKartu iTanda iPenduduk i(KTP). iDan 

ipembuatan iKartu iKeluarga i,Masyarakat imenyampaikan iproses ipembuatan itidak 
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isesuai idengan ijangka iwaktu iyang iseharusnya. iPermasalahan ikedua iyaitu imengenai 

ikurangya i ipetugas idi iloket ipelayanan. i 

Berdasarkan ikondisi iempiris iyang imasih ijauh idari iharapan itersebut, isehingga 

iitu ipenulis iingin imelakukan ipenelitian idengan ijudul: i”Kualitas iPelayanan iPublik 

iPada iKantor iCamat iPatilanggio iKabupaten iPohuwato.” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimana kualitas pelayanan 

publik pada Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato ?. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: “Kualitas pelayanan publik pada Kantor Camat 

Patilanggio Kabupaten Pohuwato”. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini yakni adalah: 

a. Manfaat iTeoritis 

Hasil ipenelitian iini idapat imemberikan ikontribusi ipemikiran ibagi icalon ipeneliti 

ilainnya idalam irangka ipembangan iilmu ipengetahuan ijuga isebagai ireferensi 

ikhususnya ibidang iilmu ipemerintahan. 

b. Manfaat iPraktis i 

Hasil ipenelitian iini idapat imemberikan ikontribusi ipemikiran ibagi ipemerintah 

iDaerah iKabupaten iPohuwato idalam iupaya ipeningkatan ikualitas ipelayanan 

ipublik, ikhususnya idi iKecamatan iPatilanggio iKabupaten iPohuwato. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh 

pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995:42) adalah : 

1) Kesesuaian idengan ipersyaratan; 

2) Kecocokan iuntuk ipemakaian; 

3) Perbaikan iberkelanjutan; 

4) Bebas idari ikerusakan/cacat; 

5) Pemenuhan ikebutuhan ipelangggan isejak iawal idan isetiap isaat; 

6) Melakukan isegala isesuatu isecara ibenar; 

7) Sesuatu iyang ibisa imembahagiakan ipelanggan. 

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diterima. Yang 

menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut 

menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri iatau iatribut-atribut 

ikualitas ipelayanan ipublik imenurut iWidodo i i(2001:18) iantara ilain i: 

1) Kemudahan idalam ipengajuan ikeperluan; i i 

2) Ketepatan iwaktu ipelayanan; 

3) Akurasi ipelayanan ibebas idari ikesalahan; 
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4) Kenyamanan idalam imemperoleh ipelayanan iberkait idengan ilokasi itempat 

ipelayanan; 

5) Kejelasan iinformasi itentang ipelayanan iyang idiberikan; 

6) Perlindungan iterhadap idampak ihasil ipelayanan; i 

7) Biaya ipelayanan. 

Untuk idapat imenilai isejauh imana ikualitas ipelayanan ipublik iyang idiberikan 

ioleh iaparatur ipemerintah, iperlu iada ikriteria iyang imenunjukkan iapakah isuatu 

ipelayanan ipublik iyang idiberikan idapat idikatakan ibaik iatau iburuk. iZeithaml 

i(1990:23) imengemukakan idalam imendukung ihal itersebut, iada i10 i(sepuluh) idimensi 

iyang iharus idiperhatikan idalam imelihat itolok iukur ikualitas ipelayanan ipublik, iyaitu 

isebagai iberikut i: 

1) Tangible, iterdiri iatas ifasilitas ifisik, iperalatan, ipersonil idan ikomunikasi; 

2) Realiable, iterdiri idari ikemampuan iunit ipelayanan idalam imenciptakan ipelayanan 

iyang idijanjikan idengan itepat; 

3) Responsiveness, ikemauan iuntuk imembantu ikonsumen ibertanggung ijawab 

iterhadap ikualitas ipelayanan iyang idiberikan; 

4) Competence, ituntutan iyang idimilikinya, ipengetahuan idan iketrampilan iyang ibaik 

ioleh iaparatur idalam imemberikan ipelayanan; 

5) Courtesy, isikap iatau iperilaku iramah, ibersahabat, itanggap iterhadap ikeinginan 

ikonsumen iserta imau imelakukan ikontak iatau ihubungan ipribadi; 

6) Credibility, isikap ijujur idalam isetiap iupaya iuntuk imenarik ikepercayaan 

imasyarakat; 
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7) Security, ijasa ipelayanan iyang idiberikan iharus ibebas idari iberbagai ibahaya idan 

iresiko; 

8) Access, iterdapat ikemudahan iuntuk imengadakan ikontak idan ipendekatan; i 

9) Communication, ikemauan ipemberi ipelayanan iuntuk imendengarkan isuara, 

ikeinginan iatau iaspirasi ipelanggan, isekaligus ikesediaan iuntuk iselalu 

imenyampaikan iinformasi ibaru ikepada imasyarakat; 

10) Understanding ithe icustomer, imelakukan isegala iusaha iuntuk imengetahui 

ikebutuhan ipelanggan. 

Adapun menurut Parasuraman,et,al, dalam Zaenal Mokarom, bahwa faktor 

yang menentukan kualitas pelayanan adalah melalui pendekatan melalui model 

yang memiliki lima dimensi yaitu sebagai berikut : 

1. Tangible, yaitu penampilan atau fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan alat-

alat komunikasi; 

2. Realiability, yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan yang telah 

dijanjikan secara akurat; 

3. Responsiveness, kesediaan untu membant konsumen dan menyediakan 

pelyanan dengan cepat; 

4. Assurance, yaitu pengetahuan kesopansantunan para pegawai dan 

kemampuannya untuk menyampaikan kepercayaan dan kerahasiaan; 

5. Empathy, yaitu kepedulian dan perhatian individu yang diberikan oleh 

perusahaan kepada konsumen;  
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Organisasi ipelayanan ipublik imempunyai iciri ipublic iaccuntability, idimana 

isetiap iwarga inegara imempunyai ihak iuntuk imengevaluasi ikualitas ipelayanan iyang 

imereka iterima. iAdalah isangat isulit iuntuk imenilai ikualitas isuatu ipelayanan itanpa 

imempertimbangkan iperan imasyarakat isebagai ipenerima ipelayanan idan iaparat 

ipelaksana ipelayanan iitu. iEvaluasi iyang iberasal idari ipengguna ipelayanan, imerupakan 

ielemen ipertama idalam ianalisis ikualitas ipelayanan ipublik. iElemen ikedua idalam 

ianalisis iadalah ikemudahan isuatu ipelayanan idikenali ibaik isebelum idalam iproses iatau 

isetelah ipelayanan iitu idiberikan. 

Adapun idasar iuntuk imenilai isuatu ikualitas ipelayanan iselalu iberubah idan 

iberbeda. iApa iyang idianggap isebagai isuatu ipelayanan iyang iberkualitas isaat iini itidak 

imustahil idianggap isebagai isesuatu iyang itidak iberkualitas ipada isaat iyang ilain. iMaka 

ikesepakatan iterhadap ikualitas isangat isulit iuntuk idicapai. iDalam ihal iini iyang 

idijadikan ipertimbangan iadalah ikesulitan iatau ikemudahan ikonsumen idan iprodusen idi 

idalam imenilai ikualitas ipelayanan. 

Berdasarkan iuraian itersebut idiatas, imaka ikualitas idapat idiberi ipengertian 

isebagai itotalitas idari ikarakteristik isuatu iproduk i(barang idan/atau ijasa) iyang 

imenunjang ikemampuan idalam imemenuhi ikebutuhan. iKualitas isering ikali idiartikan 

isebagai isegala isesuatu iyang imemuaskan ipelanggan iatau isesuai idengan ipersyaratan 

iatau ikebutuhan. 

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan 

Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah 

: 
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1) Meningkatkan imutu iproduktivitas ipalaksanaan itugas idan ifungsi iinstansi 

ipemerintah idi ibidang ipelayanan iumum; 

2) Mendorong iupaya imengefektifkan isistem idan itata ilaksana ipelayanan, isehingga 

ipelayanan iumum idapat idiselenggarakan isecara iberdaya iguna idan iberhasil iguna; 

3) Mendorong itumbuhnya ikreativitas, iprakarsa idan iperan iserta imasyarakat idalam 

ipembangunan iserta idengan imeningkatkan ikesejahteraan imasyarakat iluas. 

Oleh ikarena iitu imenurut iZeithaml, iValarie iA., i(et.al) i(1990), ibahwa idalam 

ipelayanan ipublik iharus imengandung iunsur-unsur idasar isebagai iberikut i: 

1) Hak idan ikewajiban ibagi ipemberi imaupun ipelayanan iumum iharus ijelas idan 

idiketahui isecara ipasti ioleh i imasing-masing ipihak; 

2) Pengaturan isetiap ibentuk ipelayanan iumum iharus idisesuaikan idengan ikondisi 

ikebutuhan idan ikemampuan imasyarakat iuntuk imembayar iberdasarkan iketentuan 

iperundang-undangan iyang iberlaku idengan itetap iberpegang iteguh ipada iefisiensi 

idan iefektivitas; i 

3) Kualitas, iproses idan ihasil ipelayanan iumum iharus idiupayakan iagar idapat imemberi 

ikeamanan, ikenyamanan, ikepastian ihukum iyang idapat idipertanggungjawabkan; 

4) Apabila ipelayanan iumum iyang idiselenggarakan ioleh ipemerintah iterpaksa iharus 

imahal, imaka iinstansi ipemerintah iyang ibersangkutan iberkewajiban imemberi 

ipeluang ikepada imasyarakat iuntuk iikut imenyelenggarakannya. 

Selain itu, Zeithaml, Valarie A., (et.al) (1990) mengatakan bahwa ada 4 

(empat) jurang pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat; 
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2) Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat; 

3) Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri; 

4) Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan. 

Pada ihakekatnya, ikualitas ipelayanan ipublik idapat idiketahui idengan icara 

imembandingkan ipersepsi ipara ipelanggan i(masyarakat) iatas ipelayanan iyang 

isesungguhnya imereka iinginkan. iApabila ipelayanan idalam iprakteknya iyang iditerima 

ioleh imasyarakat isama idengan iharapan iatau ikeinginan imereka, imaka ipelanggan 

itersebut idikatakan isudah imemuaskan. I 

Terciptanya ikepuasan ipelanggan idapat imemberikan iberbagai imanfaat, 

idiantaranya ihubungan iantara ipelanggan idan ipemberi ilayanan imenjadi iharmonis, 

isehingga imemberikan idasar iyang ibaik ibagi iterciptanya iloyalitas ipelanggan, 

imembentuk isuatu irekomendasi idari imulut ike imulut i i(word iof imouth). iYang 

imenguntungkan ibagi ipemberi ilayanan, ireputasi iyang isemakin ibaik idi imata 

ipelanggan, iserta ilaba i(PAD) iyang idiperoleh iakan isemakin imeningkat i(Tjiptono, 

i1995:103). I 

Dari isemua iuraian idiatas ijelas imenunjukkan ibahwa ipelayanan iyang 

idiberikan ioleh iaparatur inegara isesungguhnya itidak idapat ilepas idari ibirokrasi idan 

itidak idapat ilepas idari ietika ipelayanan ibirokrat iitu isendiri. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka indikator-indikator yang digunakan 

untuk mengukur kualitas pelayanan publik dalam penelitian ini mengacu pada 

pendapat Widodo (2001) yakni: 

(1) Kemudahan dalam pengajuan keperluan;   

(2) Ketepatan waktu pelayanan; 
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(3) Akurasi pelayanan bebas dari kesalahan; 

(4) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi tempat 

pelayanan; 

(5) Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan; 

(6) Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan;  

(7) Biaya pelayanan. 

2.7  Faktor-faktor yang Terkait dengan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam penelitian ini terdapat dua faktor yang akan dikaji keterkaitannya 

dengan kualitas pelayanan publik yakni struktur organisasi dan kemampuan 

aparat. Strukur organisasi merupakan wadah di mana orang-orang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan kemampuan aparat akan sangat 

menentukan efektif tidaknya penyelenggaraan tugas-tugas organisasi oleh para 

anggotanya. 

2.6 Pelayanan Publik 

Pelayanan isebagai iproses ipemenuhan ikebutuhan imelalui iaktiviras iorang ilain 

isecara ilangsung. idiartikan isebagai ipemberian ilayanan i(melayani) ikeperluan iorang 

iatau imasyarakat iyang imempunyai ikepentingan ipada iorganisasi iitu isesuai idengan 

iaturan ipokok idan itata icara iyang itelah iditetapkan. 

Sebagaimana itelah idikemukakan iterdahulu ibahwa ipemerintahan ipada 

ihakekatnya iadalah ipelayanan ikepada imasyarakat. iIa itidaklah idiadakan iuntuk 

imelayani idirinya isendiri, itetapi iuntuk imelayani imasyarakat iserta imenciptakan 

ikondisi iyang imemungkinkan isetiap ianggota imasyaraakat imengembangkan 

ikemampuan idan ikreativitasnya idemi imencapai itujuan ibersama i(Rasyid, i1998:18). 
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iKarenanya ibirokrasi ipublik iberkewajiban idan ibertanggung ijawab iuntuk 

imemberikan ilayanan ibaik idan iprofesional. 

Pelayanan ipublik i(public iservices) ioleh ibirokrasi ipublik itadi iadalah imerupakan 

isalah isatu iperwujudan idari ifungsi iaparatur inegara isebagai iabdi imasyarakat idi 

isamping isebagai iabdi inegara. iPelayanan ipublik i(public iservices) ioleh ibirokrasi 

ipublik idimaksudkan iuntuk imensejahterakan imasyarakat i(warga inegara) idari isuatu 

inegara ikesejahteraan i(welfare istate). iPelayanan iumum ioleh iLembaga iAdministrasi 

iNegara i(1998:23) idiartikan isebagai isegala ibentuk ikegiatan ipelayanan iumum iyang 

idilaksanakan ioleh iInstansi iPemerintah idi iPusat, di Daerah dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka 

upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 

Pelayanan ipublik idengan idemikian idapat idiartikan isebagai ipemberian ilayanan 

i(melayani) ikeperluan iorang iatau imasyarakat iyang imempunyai ikepentingan ipada 

iorganisasi iitu isesuai idengan iaturan ipokok idan itata icara iyang itelah iditetapkan. 

Sementara iitu, ikondisi imasyarakat isaat iini itelah iterjadi isuatu iperkembangan 

iyang isangat idinamis, itingkat ikehidupan imasyarakat iyang isemakin ibaik, imerupakan 

iindikasi idari iempowering iyang idialami ioleh imasyarakat i(Thoha idalam iWidodo, 

i2001). iHal iini iberarti imasyarakat isemakin isadar iakan iapa iyang imenjadi ihak idan 

ikewajibannya isebagai iwarga inegara idalam ihidup ibermasyarakat, iberbangsa idan 

ibernegara. iMasyarakat isemakin iberani iuntuk imengajukan ituntutan, ikeinginan idan 

iaspirasinya ikepada ipemerintah. iMasyarakat isemakin ikritis idan isemakin iberani iuntuk 

imelakukan ikontrol iterhadap iapa iyang idilakukan ioleh ipemerintahnya. 
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Dalam ikondisi imasyarakat iseperti idigambarkan idi iatas, ibirokrasi ipublik iharus 

idapat imemberikan ilayanan ipublik iyang ilebih iprofesional, iefektif, isederhana, 

itransparan, iterbuka, itepat iwaktu, iresponsif idan iadaptif iserta isekaligus idapat 

imembangun ikualitas imanusia idalam iarti imeningkatkan ikapasitas iindividu idan 

imasyarakat iuntuk isecara iaktif imenentukan imasa idepannya isendiri i(Effendi idalam 

iWidodo, i2001:104). Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah 

memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

krativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. 

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan 

oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur 

pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut : 

1) Efektif, ilebih imengutamakan ipada ipencapaian iapa iyang imenjadi itujuan idan 

isasaran; 

2) Sederhana, imengandung iarti iprosedur/tata icara ipelayanan idiselenggarakan isecara 

imudah, icepat, itepat, itidak iberbelit-belit, imudah idipahami idan imudah 

idilaksanakan ioleh imasyarakat iyang imeminta ipelayanan; 

3) Kejelasan idan ikepastian i(transparan), imengandung iakan iarti iadanya ikejelasan idan 

ikepastian imengenai i: 

a. Prosedur/tata icara ipelayanan; 

b. Persyaratan ipelayanan, ibaik ipersyaratan iteknis imaupun ipersyaratan 

iadministratif; 



 

28 

 

c. Unit ikerja idan iatau ipejabat iyang iberwenang idan ibertanggung ijawab idalam 

imemberikan ipelayanan; 

d. Rincian ibiaya/tarif ipelayanan idan itata icara ipembayarannya; 

e. Jadwal iwaktu ipenyelesaian ipelayanan. 

4) Keterbukaan, imengandung iarti iprosedur/tata icara ipersyaratan, isatuan 

ikerja/pejabat ipenanggungjawab ipemberi ipelayanan, iwaktu ipenyelesaian, irincian 

iwaktu/tarif iserta ihal-hal ilain iyang iberkaitan idengan iproses ipelayanan iwajib 

idiinformasikan isecara iterbuka iagar imudah idiketahui idan idipahami ioleh 

imasyarakat, ibaik idiminta imaupun itidak idiminta; 

5) Efisiensi, imengandung iarti i: 

a. Persyaratan ipelayanan ihanya idibatasi ipada ihal-hal iberkaitan ilangsung idengan 

ipencapaian isasaran ipelayanan idengan itetap imemperhatikan iketerpaduan 

iantara ipersyaratan idengan iproduk ipelayanan iyang iberkaitan; 

b. Dicegah iadanya ipengulangan ipemenuhan ipersyaratan, idalam ihal iproses 

ipelayanan imasyarakat iyang ibersangkutan imempersyaratkan iadanya 

ikelengkapan ipersyaratan idari isatuan ikerja/instansi ipemerintah ilain iyang 

iterkait. 

6) Ketepatan iwaktu, ikriteria iini imengandung iarti ipelaksanaan ipelayanan imasyarakat 

idapat idiselesaikan idalam ikurun iwaktu iyang itelah iditentukan; 

7) Responsif, ilebih imengarah ipada idaya itanggap idan icepat imenanggapi iapa iyang 

imenjadi imasalah, ikebutuhan idan iaspirasi imasyarakat iyang idilayani; 

8) Adaptif, icepat imenyesuaikan iterhadap iapa iyang imenjadi ituntutan, ikeinginan idan 

iaspirasi imasyarakat iyang idilayani i iyang isenantiasa imengalami itumbuh ikembang. 
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Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis di atas , birokrasi 

publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam 

memberikan pelayanan publik. Dari iyang isuka imengatur idan imemerintah iberubah 

imenjadi isuka imelayanai, idari iyang isuka imenggunakan ipendekatan ikekuasaan, 

iberubah imenjadi isuka imenolong imenuju ike iarah iyang ifleksibel ikolaboratis idan 

idialogis idan idari icara-cara iyang isloganis imenuju icara-cara ikerja iyang irealistik 

ipragmatis i(Thoha idalam iWidodo, i2001:59). iDengan irevitalitas ibirokrasi ipublik 

i(terutama iaparatur ipemerintah idaerah) iini, pelayanan publik yang lebih baik dan 

profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenagan yang 

diberikan kepadanya dapat terwujud.  

Secara iteoritis isedikitnya iada itiga ifungsi iutama iyang iharus idijalankan ioleh 

ipemerintah itanpa imemandang itingkatannya, iyaitu ifungsi ipelayan imasyarakat 

i(public iservice ifunction), ifungsi ipembangunan i(development ifunction) idan ifungsi 

iperlindungan i(protection ifunction).   

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat 

mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa 

(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh 

masyarakat yang membutuhkannya. Selain iiitu, iipemerintah iidituntut iiuntuk 

iimenerapkan iiprinsip iiequity iidalam iimenjalankan iifungsi-fungsi iitadi. iiArtinya 

iipelayanan iipemerintah iitidak iiboleh iidiberikan iisecara iidiskriminatif. iiPelayanan 

iidiberikan iitanpa iimemandang iistatus, iipangkat, iigolongan iidari iimasyarakat iidan iisemua 

iiwarga iimasyarakat ii iimempunyai iihak iiyang iisama iiatas iipelayanan-pelayanan iitersebut 

iisesuai iidengan iiperaturan iiyang iiberlaku. 
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Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, 

namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam 

pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa ibagian idari ifungsi itadi ibisa 

imenjadi ibidang itugas iyang ipelaksanaannya idapat idilimpahkan ikepada ipihak iswasta 

iataupun idengan imenggunakan ipola ikemitraan i(partnership), iantara ipemerintah 

idengan iswasta iuntuk imengadakannya. iPola ikerjasama iantara ipemerintah idengan 

iswasta idalam imemberikan iberbagai ipelayanan ikepada imasyarakat itersebut isejalan 

idengan igagasan ireinventing igovernment iyang idikembangkan iOsborne idan iGaebler 

i(1992:149). 

Namun idalam ikaitannya idengan isifat ibarang iprivat idan ibarang ipublik imurni, 

imaka ipemerintah iadalah isatu-satunya ipihak iyang iberkewajiban imenyediakan ibarang 

ipublik imurni, ikhususnya ibarang ipublik iyang ibernama irules iatau iaturan i(kebijakan 

ipublik). iBarang ipublik imurni iyang iberupa iaturan itersebut itidak ipernah idan itidak 

iboleh idiserahkan ipenyediaannya ikepada iswasta. iKarena ibila ihal iitu idilakukan imaka 

idi idalam iaturan itersebut iakan imelekat ikepentingan-kepentingan iswasta iyang 

imembuat iaturan, isehingga iaturan imenjadi ipenuh idengan ivested iinterest idan imenjadi 

itidak iadil i(unfair irule). iKarena iitu iperan ipemerintah iyang iakan itetap imelekat idi 

isepanjang ikeberadaannya iadalah isebagai ipenyedia ibarang ipublik imurni iyang 

ibernama iaturan. 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat. Karena iitu, ikedudukan iaparatur ipemerintah idalam ipelayanan iumum 

i(public iservices) isangat istrategis ikarena iakan isangat imenentukan isejauhmana 
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ipemerintah imampu imemberikan ipelayanan iyang isebaik-baiknya ibagi imasyarakat, 

iyang idengan idemikian iakan imenentukan isejauhmana inegara itelah imenjalankan 

iperannya idengan ibaik isesuai idengan itujuan ipendiriannya. 

Dipandang idari isudut iekonomi, ipelayanan imerupakan isalah isatu ialat ipemuas 

ikebutuhan imanusia isebagaimana ihalnya idengan ibarang. iNamun ipelayanan imemiliki 

ikarakteristik itersendiri iyang iberbeda idari ibarang. iSalah isatu iyang imembedakannya 

idengan ibarang, isebagaimana idikemukakan ioleh iGasperz i(1994:111), iadalah 

ioutputnya iyang itidak iberbentuk i(intangible ioutput), itidak istandar, iserta itidak idapat 

idisimpan idalam iinventori imelainkan ilangsung idapat idikonsumsi ipada isaat iproduksi. 

Karakteristik ipelayanan isebagaimana iyang idikemukakan iGasperz itadi isecara 

ijelas imembedakan ipelayanan idengan ibarang, imeskipun isebenarnya ikaduanya 

imerupakan ialat ipemuas ikebutuhan. iSebagai isuatu iproduk iyang iintangible, 

ipelayanan imemiliki idimensi iyang iberbeda idengan ibarang iyang ibersifat itangible. 

iProduk iakhir ipelayanan itidak imemiliki ikarakteristik ifisik isebagaimana iyang i 

idimiliki ioleh ibarang. Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses 

interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen. 

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum 

adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 

mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan 

kepada publik (public = umum). Senada dengan itu, Moenir (1992:81) 

mengemukakan ibahwa ipelayanan ipublik iadalah ikegiatan iyang idilakukan ioleh 

iseseorang iatau isekelompok iorang idengan ilandasan ifaktor imaterial imelalui isistem, 

iprosedur idan imetode itertentu idalam iusaha imemenuhi ikepentingan iorang ilain isesuai 
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idengan ihaknya. iDalam iversi ipemerintah, idefinisi ipelayanan ipublik idikemukakan 

idalam iSurat iKeputusan iMenteri iPendayagunaan iAparatur iNegara iNomor i81 iTahun 

i1993, iyaitu isegala ibentuk ipelayanan iyang idilaksanakan ioleh iinstansi ipemerintah idi 

ipusat, idi idaerah, idan idi ilingkungan iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) iatau iBadan 

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idalam ibentuk ibarang idan iatau ijasa, ibaik idalam irangka 

iupaya ipemenuhan ikebutuhan imasyarakat imaupun idalam irangka ipelaksanaan 

iketentuan iperaturan iperundang-undangan. 

Dalam buku Delivering Quality Services karangan  Zeithaml, Valarie A. 

(et.al), 1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan 

masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang  mereka terima, baik berupa 

barang maupun jasa. Dalam ihal iini imemang iyang imenjadi itujuan ipelayanan ipublik 

ipada iumumnya iadalah ibagaimana imempersiapkan ipelayanan ipublik itersebut iyang 

idikehendaki iatau idibutuhkan i ioleh ipublik, idan ibagaimana imenyatakan idengan itepat 

ikepada ipublik imengenai ipilihannya idan icara imengaksesnya iyang idirencanakan idan 

idisediakan ioleh ipemerintah. 

Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut : 

1) Menentukan ipelayanan ipublik iyang idisediakan, iapa isaja imacamnya; 

2) Memperlakukan ipengguna ipelayanan, isebagai icustomers; 

3) Berusaha imemuaskan ipengguna ipelayanan, isesuai idengan iyang idiinginkan 

imereka; 

4) Mencari icara ipenyampaian ipelayanan iyang ipaling ibaik idan iberkualitas; 

5) Menyediakan icara-cara, ibila ipengguna ipelayanan itidak iada ipilihan ilain. 
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2.8 Jenis Pelayanan Publik 

Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, 

dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik 

yang dilakukan ada beberapa macam. Menurut iHardiyansyah i(2011:23) ijenis 

ipelayanan iumum iatau ipublik iyang idiberikan ipemerintah iterbagi idalam itiga 

ikelompok, iyaitu i: i i 

1) Pelayanan iadministratif iPelayanan iadministratif iadalah ipelayanan iberupa 

ipenyediaan iberbagai ibentuk idokumen iyang idiperlukan ioleh ipublik, imisalnya i: 

iPembuatan iKartu iTanda iPenduduk i(KTP), iSertifikat iTanah, iAkta iKelahiran, 

iAkta iKematian, iBuku iKepemilikan iKendaraan iBermotor i(BPKB), iSurat iTanda 

iNomor iKendaraan i(STNK), iIzin iMendirikan iBangunan i(IMB), iPaspor, idan 

isebagainya. 

2) Pelayanan iBarang iPelayanan ibarang iadalah ipelayanan iyang imenghasilkan 

iberbagai ibentuk/jenis ibarang iyang imenjadi ikebutuhan ipublik, imisalnya i: 

ijaringan itelepon, ipenyediaan itenaga ilistrik, ipenyediaan iair ibersih. 

3) Pelayanan iJasa iPelayanan ijasa iadalah ipelayanan iyang imenghasilkan iberbagai 

ibentuk ijasa iyang idibutuhkan ipublik, imisalnya:Pendidikan itinggi idan imenengah,  

ipemeliharaan ikesehatan, ipenyelenggaraant iransportasi, ijasapos isanitasi 

ilingkungan, ipersampahan,penggulangan ibencana, ipelayanan isosial.    

 Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat 

terdapat tiga jenis yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan 

jasa. Pendapat lain dikemukakan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam 

SANKRI Buku III 2004 : 185) yaitu :  
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1. Pelayanan ipemerintahan iadalah ijenis ipelayanan imasyarakat iyang iterkait idengan  

itugas-tugas iumum ipemerintahan, iseperti ipelayanan iKTP, iSIM, ipajak, iperijinan, 

idan ikeimigrasian. 

2. Pelayanan ipembangunan iadalah isuatu ijenis ipelayanan imasyarakat iyang iterkait 

idengan ipenyediaan isarana idan iprasarana iuntuk imemberikan ifasilitasi ikepada 

imasyarakat idalam imelakukan iaktivitasnya isebagai iwarga inegara. iPelayanan iini 

imeliputi ipenyediaan ijalan-jalan, ijembatanjembatan, ipelabuhan-pelabuhan, idan 

ilainnya. 

3. Pelayanan iutilitas iadalah ijenis ipelayanan iyang iterkait idengan iutilitas ibagi 

imasyarakat iseperti ipenyediaan ilistrik, iair, itelepon, idan itransportasi ilokal. 

4. Pelayanan isandang, ipangan idan ipapan iadalah ijenis ipelayanan iyang imenyediakan 

ibahan ikebutuhan ipokok imasyarakat idan ikebutuhan iperumahan, iseperti 

ipenyediaan iberas, igula, iminyak, igas, itekstil idan iperumahan imurah. 

5. Pelayanan ikemasyarakatan iadalah ijenis ipelayanan iyang idilihat idari isifat idan 

ikepentingannya ilebih iditekankan ipada ikegiatan-kegiatan isosial 

ikemasyarakatan, iseperti ipelayanan ikesehatan, ipendidikan, iketenaga ikerjaan, 

ipenjara, irumah iyatim ipiatu, idan ilainnya.   

2.3 Unsur-unsur Pelayanan Publik  

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai 

unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur iiproses iipelayanan iipublik iidiperlukan iiagar 

iidapat iimendukung iipelayanan iiyang iidiinginkan. iiAtep iiAdya iiBharata ii(2003:11) 

iimengemukakan iipendapatnya iiterdapat iiempat iiunsur iipenting iidalam iiproses 

iipelayanan iipublik, iiyaitu ii: ii 
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1. Penyedia iilayanan, iiyaitu iipihak iiyang iidapat iimemberikan iisuatu iilayanan iitertentu 

iikepada iikonsumen, iibaik iiberupa iilayanan iidalam iibentuk iipenyediaan iidan 

iipenyerahan iibarang ii(goods) iiatau iijasa-jasa ii ii(services). 

2. Penerima iilayanan, iiyaitu iimereka iiyang iidisebut iisebagai iikonsumen ii(customer) 

iiatau iicustomer iiyang iimenerima iiberbagai iilayanan iidari iipenyedia iilayanan. 

3. Jenis iilayanan, iiyaitu iilayanan iiyang iidapat iidiberikan iioleh iipenyedia iilayanan 

iikepada iipihak iiyang iimembutuhkan iilayanan. 

4. Kepuasan iiPelanggan, iidalam iimemberikan iilayanan iipenyedia iilayanan iiharus 

iimengacu iipada iitujuan iiutama iipelayanan, iiyaitu iikepuasan iipelanggan. iiHal iiini 

iisangat iipenting iidilakukan iikarena iitingkat iikepuasan iiyang iidiperoleh iipara 

iipelanggan iiitu iibiasanya iisangat iiberkaitan iierat iidengan iistandar iikualitas iibarang 

iiatau iijasa iiyang iimereka iinikmati. 

 Selanjutnya, Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan publik 

yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:   

1. Tersedianya ikaryawan iyang ibaik. 

2. Tersedianya isarana idan iprasarana iyang ibaik. i 

3. Bertanggung ijawab ikepada isetiap inasabah i(pelanggan) isejak iawal ihingga iakhir. 

4. Mampu imelayani isecara icepat idan itepat. 

5. Mampu iberkomunikasi. 

6. Memberikan ijaminan ikerahasiaan isetiap itransaksi. i 

7. Memiliki ipengetahuan idan ikemampuan ibaik. 

8. Berusaha imemahami ikebutuhan inasabah i(pelanggan). 

9. Mampu imemberikan ikepercayaan ikepada inasabah i(pelanggan). 
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Kesimpulan idari iunsur-unsur ipelayanan ipublik imenurut ipara iahli iunsur 

ikepuasan ipelanggan imenjadi iperhatian ipenyelenggara ipelayanan i(pemerintah), 

iuntuk imenerapkan iarah ikebijakan ipelayanan ipublik iyang iberorientasi idan 

imemuaskan ipelanggan. 

Selanjutnya, Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan publik 

yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:   

1. Tersedianya ikaryawan iyang ibaik. 

2. Tersedianya isarana idan iprasarana iyang ibaik. i 

3. Bertanggung ijawab ikepada isetiap inasabah i(pelanggan) isejak iawal ihingga iakhir. 

4. Mampu imelayani isecara icepat idan itepat. 

5. Mampu iberkomunikasi. 

6. Memberikan ijaminan ikerahasiaan isetiap itransaksi. i 

7. Memiliki ipengetahuan idan ikemampuan ibaik. 

8. Berusaha imemahami ikebutuhan inasabah i(pelanggan). 

9. Mampu imemberikan ikepercayaan ikepada inasabah i(pelanggan). 

Kesimpulan idari iunsur-unsur ipelayanan ipublik imenurut ipara iahli iunsur 

ikepuasan ipelanggan imenjadi iperhatian ipenyelenggara ipelayanan i(pemerintah), 

iuntuk imenerapkan iarah ikebijakan ipelayanan ipublik iyang iberorientasi idan 

imemuaskan ipelanggan. 

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan 

Pelayanan iyang ibaik ipada iakhirnya iakan imampu imemberikan ikepuasan 

ikepada imasyarakat. iPelayanan iyang ioptimal ipada iakhirnya ijuga iakan imampu 

imeningkatkan iimage iorganisasi isehingga icitra iorganisasi idi imata imasyarakat iterus 
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imeningkat. iAdanya icitra iorganisasi iyang ibaik, imaka isegala iyang idilakukan ioleh 

iorganisasi iakan idianggap ibaik ipula. iMenurut iKasmir i(2006:3), ifaktor iyang 

imempengaruhi ipelayanan iadalah i: iFaktor iutama iyang imempengaruhi ipelayanan 

iadalah isumber idaya imanusia. iArtinya iperanan imanusia i(karyawan) iyang imelayani 

imasyarakat imerupakan ifaktor iutama ikarena ihanya idengan imanusialah ipelanggan 

idapat iberkomunikasi isecara ilangsung idan iterbuka. 

Menurut Atep Adya Barata (2003:37), Kualitas pelayanan terbagi menjadi 

dua bagian yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal. Masing-masing bagian 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Faktor iyang imempengaruhi ikualitas ipelayanan iinternal i(interaksi ipegawai 

iorganisasi), iyaitu ipola imanajemen iumum iorganisasi, ipenyediaan ifasilitas 

ipendukung i, ipengembangan isumber idaya imanusia, iiklim ikerja idan ikeselarasan 

ihubungan ikerja, iserta ipola iinsentif. 

2. Faktor iyang imempengaruhi ikualitas ipelayanan ieksternal i(pelanggan ieksternal), 

iyaitu ipola ilayanan idan itata icara ipenyediaan ilayanan, ipola ilayanan idistribusi ijasa, 

ipola ilayanan ipenjualan ijasa, idan ipola ilayanan idalam ipenyampaian ijasa.  

Menurut Vincent Gaspersz (2011:41), terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspetasi pelanggan terhadap pelayanan, yaitu :  

1. Kebutuhan idan ikeinginan iyang iberkaitan idengan ihal-hal iyang idirasakan 

ipelanggan iketika iia isedang imencoba imelakukan itransaksi idengan iperusahaan. 

2. Pengalaman imasa ilalu iketika imenggunakan ijasa idari iperusahaan. i 
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3. Pengalaman idari iteman-teman, idimana imereka iakan imenceritakan itentang 

ikualitas ipelayanan iyang iakan iditerimanya. 

4. Komunikasi imelalui iiklan idan ipemasaran ijuga imempengaruhi ipersepsi idari 

ipelanggan iterhadap ijasa iyang iakan iditerimanya.   

Berdasarkan iuraian itersebut, idapat idisimpulkan ibahwa iuntuk imeningkatkan 

ikualitas ipelayanan ibanyak ifaktor iyang imempengaruhi, iantara ilain isumber idaya 

imanusia, ikesadaran, iaturan, iorganisasi, iketrampilan idan ikemampuan, isarana 

ipelayanan, iserta ipengalaman ipelanggan iselain iitu ifaktor iinternal idan ieksternal 

imenjadi ipenting idan iberpengaruh idalam imewujudkan ipelayanan iyang iberkualitas 

ibagi isetiap ipengguna.  

2.5 Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik 

 Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna 

jasa, karena itu penyelenggaranya membutuhkan azas-azas pelayanan. Dengan 

kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, penyedia ipelayanan ipublik iharus 

imemperhatikan iazas ipelayanan ipublik. iAzas-azas ipelayanan ipublik imenurut 

iKeputusan iMenpan iNomor i63/2003 isebagai iberikut i: i 

1. Transparasi. iBersifat iterbuka, imudah idan idapat idiakses ioleh isemua ipihak iyang 

imembutuhkan idan idisediakan isecara imemadai idan imudah idimengerti. 

2. Akuntabilitas. iDapat idipertanggungjawabkan isesuai idengan iketentuan iperaturan 

iperundang-undangan. 

3. Kondisional. iSesuai idengan ikondisi idan ikemampuan ipemberi idan ipenerima 

ipelayanan idengan itetap iberpegang ipada iprinsip iefisiensi idan iefektivitas. 
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4. Partisipatif. iMendorong iperan iserta imasyarakat idalam ipenyelenggaran ipelayanan 

ipublik idengan imemperhatikan iaspirasi, ikebutuhan idan iharapan imasyarakat. 

5. Kesamaan iHak. iTidak idiskriminatif idalam iarti itidak imembedakan isuku, iras, 

iagama, igolongan, igender, idan istatus iekonomi. 

6. Keseimbangan iHak idan iKewajiban. iPemberi idan ipenerima ipelayanan ipublik 

iharus imemenuhi ihak idan ikewajiban imasing imasing ipihak.  

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan 

sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan 

publik menurut MENPAN No.63/ KEP/ M.Pan/ 7/ 2003 antara lain adalah :  

1. Kesederhanaan. iProsedur ipelayanan ipublik itidak iberbelit-belit, imudah 

idipahami, idan imudah idilaksanakan. i 

2. Kejelasan.1) iPersyaratan iteknis idan iadministratif ipelayanan ipublik; i2) iUnit 

ikerja/pejabat iyang iberwenang idan ibertanggungjawab idalam imemberikan 

ipelayanan idan ipenyelesaian ikeluhan/persoalan/sengketa idalam ipelaksanaan 

ipelayanan ipublik.3) iRincian ibiaya ipelayanan ipublik idan itata icara ipembayaran. 

3. Kepastian iwaktu. iPelaksanaan ipelayanan ipublik idapat idiselesaikan idalam ikurun 

iwaktu iyang itelah iditentukan. i 

4. Akurasi. iProduk ipelayanan ipublik iditerima idengan ibenar, itepat idan isah. 

5. Keamanan. iProses idan iprosuk ipelayanan ipublik imemberikan irasa iaman idan 

ikepastian ihukum. 

6. Tanggung ijawab. iPimpinan ipenyelenggara ipelayanan ipublik iatau ipejabat iyang 

iditunjuk ibertanggungjawab iatas ipenyelenggaraan ipelayanan idan ipenyelesaian 

ikeluhan/persoalan idalam ipelaksanaan ipelayanan ipublik. 
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7. Kelengkapan isarana idan iprasarana ikerja. iTersedianya isarana idan iprasarana ikerja 

idan ipendukung ilainnya iyang imemadai itermasuk ipenyediaan isarana iteknologi, 

itelekomunikasi idan iinformatika. 

8. Kemudahan iakses. iTempat idan ilokasi isarana idan iprasarana ipelayanan iyang 

imemadai, imudah idijangkau ioleh imasyarakat idan idapat imemanfaatkan iteknologi 

itelekomunikasi idan iinformasi. 

9. Kedisiplinan, ikesopanan, idan ikeramahan. iPemberi ipelayanan iharus ibersikap 

idisiplin, isopan idan isantun, iramah, iserta imemberikan ipelayanan idengan iikhlas. 

10. Kenyamanan. iLingkungan ipelayanan iharus itertib, iteratur, idisediakan iruang 

itunggu iyang inyaman, ibersih, irapi, ilingkugan iyang iindah idan isehat, iserta 

idilengkapi idenga ifasilitas ipendukung ipelayanan, iseperti iparkir, itoilet, itempat 

iibadah idan ilainnya.  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas serta 

fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan 

permohonanannya. Standar ipelayanan imerupakan iukuran iyang idi ibakukan idalam 

ipenyelenggaran ipelayanan ipublik isebagai ipedoman iyang iwajib iditaati idan 

idilaksanakan ioleh ipenyelenggara ipelayanan, idan imenjadi ipedoman ibagi ipenerima 

ipelayanan idalam iproses ipengajuan ipermohonan, iserta isebagai ialat icontrol 

imasyarakat idan iatau ipenerima ilayanan iatas ikinerja ipenyelenggara ipelayanan.  

Oleh ikarena iitu iperlu idisusun idan iditetapkan istandar ipelayanan isesuai idengan 

isifat, ijenis, idan ikarakteristik ilayanan iyang idiselenggarakan, iserta imemperhatikan 

ikebutuhan idan ikondisi ilingkungan, idalam iproses iperumusan idan ipenyusunannya 
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imelibatkan imasyarakat itermasuk iaparat ibirokrasi iuntuk imendapatkan isaran idan 

imasukan, imembangun ikepedulian idan ikomitmen imeningkatkan ikualitas ipelayanan.  

Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang kurangnya melipti :  

1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

5. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus 

ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, 

sikap, dan perilaku yang dibutuhkan  

Azas, iprinsip, idan istandar ipelayanan itersebut imerupakan ipedoman idalam 

ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik ioleh iinstansi ipemerintah idan iberfungsi isebagai 

iindikator idalam ipenilaian iserta ievaluasi ikerja ibagi ipenyelenggara ipelayanan ipublik. 

iDengan iadanya istandar idalam ikegiatan ipelayanan ipublik iini idiharapkan imasyarakat  

ibisa imendapatkan ipelayanan iyang isesuai idengan ikebutuhan idan iprosesnya 

imemuaskan iserta itidak imenyulitkan imasyarakat. 
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2.7  Faktor-faktor yang Terkait dengan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam penelitian ini terdapat dua faktor yang akan dikaji keterkaitannya 

dengan kualitas pelayanan publik yakni struktur organisasi dan kemampuan 

aparat. Strukur organisasi merupakan wadah di mana orang-orang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan kemampuan aparat akan sangat 

menentukan efektif tidaknya penyelenggaraan tugas-tugas organisasi oleh para 

anggotanya. 

2.9 Kemampuan Aparat 

Aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada 

kepentingan negara dan pemerintahan dan  berkedudukan sebagai aparat sipil 

negara (Tayibnapsis, 1993:91), sedangkan menurut Moerdiono (1988:187) 

mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah 

yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden 

Republik Indonesia.    

Dengan ikata ilain iaparatur inegara iatau iaparatur iadalah ipara ipelaksana ikegiatan 

idan iproses ipenyelenggaraan ipemerintahan inegara, ibaik iyang ibekerja idi idalam itiga 

ibadan ieksekutif, ilegislatif idan iyudikatif imaupun imereka iyang isebagai iTNI idan 

iaparat isipil inegara ibaik ipusat idan idaerah iyang iditetapkan idengan iperaturan iperaturan 

ipemerintah. 

Dari iaparat isipil inegara idan iatau iaparatur ipemerintah, idiharapkan iatau idituntut 

immemiliki ikemampuan ibaik iberupa ipengetahuan, iketerampilan iserta isikap iperilaku 

iyang imemadai, isesuai idengan ituntutan ipelayanan idan ipembangunan isekarang iini 

i(Handayaningrat, i1986). iSementara iitu, ikonsep ilain imendefinisikan ikemampuan 
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iatau iability isebagai isifat iyang idibawa ilahir iatau idipelajari iyang imemungkinkan 

iseseorang imelakukan isesuatu iyang ibersifat imental iatau ifisik i(Bibson, i1991:213), 

isedangkan iskill iatau iketerampilan iadalah ikecakapan iyang iberhubungan idengan 

itugas i(Soetopo, i1999:173). 

2.10 Kerangka Pikir  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.4 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan serta rumusan masalah penelitian yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka objek penelitian ini adalah kualitas pelayanan 

publik pada Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini 

dilakasanakan selama kurang lebih 2 bulan. 

3.5 Desain Penelitian 

Berdasarkan metode dan pendekatan yang digunakan sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

mendalam dan terpercaya serta ditemukannya segala kejadian dalam konteks 

sosial, data yang bersifat keyakinan, kebiasaan sikap mental dan budaya yang 

dianut oleh seseorang dapat dikemukakan dengan jelas. 

3.6 Informan  Penelitian 

Informan adalah sumber informasi yang digunakan untuk penelitian model 

kualitatif dimana orang atau pihak tersebut yang paling tepat memberikan 

informasi yang ada dan pelaku. Informan ini harus banyak pengalaman tentang 

penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang kualitas 

pelayanan yang menjadi latar penelitian setempat.  

Seluruh hasil wawancara direkonstruksi menjadi berkas-berkas catatan 

lapangan, kemudian membaca secara cermat, menyusun serta mengajukan 
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pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih 

baik dan mendalam serta untuk memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Camat 1 orang 

2. Sekcam 1 orang 

3. kepala seksi 4 orang  

4. Staf 2 orang 

5. Masyarakat 5 orang 

3.4  Operasionalisasi Variabel  

Untuk imempermudah ipelaksanaan ipengamatan iterhadap iobyek iatau ivariabel 

iyang imenjadi ifokus ipenelitian, idigunakan iindikator-indikator ikualitas ipelayanan 

ipublik iyang ididasarkan ipada ipendapat iParasuraman,et,al iyang imengatakan ibahwa i: 

ifaktor iyang imenentukan ikualitas ipelayanan iadalah ipendekatan imelalui imodel iyang 

imemiliki ilima idimensi iyaitu isebagai iberikut i: 

1. Tangible, iyaitu ipenampilan iatau ifasilitas ifisik, iperlengkapan, ipegawai idan ialat-

alat ikomunikasi; 

2. Realiability, iyaitu ikemampuan iuntuk imelakukan ipelayanan iyang itelah idijanjikan 

isecara iakurat; 

3. Responsiveness, ikesediaan iuntu imembant ikonsumen idan imenyediakan ipelyanan 

idengan icepat; 

4. Assurance, iyaitu ipengetahuan ikesopansantunan ipara ipegawai idan 

ikemampuannya iuntuk imenyampaikan ikepercayaan idan ikerahasiaan; 
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5. Empathy, iyaitu ikepedulian idan iperhatian iindividu iyang idiberikan ioleh iperusahaan 

ikepada ikonsumen;  

3.5  Sumber Data 

1. Data Primer 

Data iprimer iyaitu idata iyang idibuat ioleh ipeneliti iuntuk imaksud ikhusus 

imenyelesaikan ipermasalahan iyang isedang iditangani. i i iData idikumpulkan isendiri i 

iolehpeneliti i ilangsung i idari i isumber i ipertama i iatau i itempat i iobjek ipenelitian 

idilakukan. i iData iprimer iyang idigunakan iadalah iberasal idari ihasil iwawancara, 

isumber idata iditulis iatau idirekam. i iWawancara idilakukan ikepada iinforman iyang 

itelah iditentukan idengan imenggunakan ipanduan iwawancara imengenai istrategi 

ipemerintah idaerah idalam ipengembangan ipendidikan ikejuruana iTeknik 

ipemilihan iorang iyang idiwawancarai idilakukan isecara ipurposive. i iAlasan 

ipemakaian iteknik ipurposive idikarenakan ioleh ibentuk idan iciri ipenelitian iini iyaitu 

iuntuk imendapatkan iinformasi iyang isesuai idengan itujuan idari ipelaksanaan 

ipenelitian iini. i iPenentuan iorang iyang idiwawancaraai iatau iresponden i idalam i 

ipenelitian i iini i idilakukan iberdasarkan i ipertimbangan- ipertimbangan itertentu 

idikarenakan iorang itersebut imenduduki iposisi iterbaik iyang idapat imemberikan 

iinformasi-informasi iyang iakurat iterkait idengan itopik ipenelitian iini. 

2. i iData iSekunder 

Data isekunder iini idigunakan isebagai ipendukung iguna imencari ifakta iyang 

isebenarnya. i i i iData i isekunder i ijuga i idiperlukan i iuntuk i imelengkapi i iinformasi 

idalam irangka imencocokkan idata iyang idiperoleh. iSumber idata isekunder iyang 

idigunakan i iantara i ilain i iberupa i iberita i isurat i ikabar, i iwebsite, i iartikel, i ibuletin, idan 
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ireferensi-referensi iyang imenjadi ipanduan ipemerintah idaerah idalam ipelayanan 

iair. 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

1. i iObservasi 

Dilakukan idalam ibentuk ipengamatan isecara ilangsung ikepada iobjek iatau 

itempat iberangsungnya. i iPengamatan idilakukan idengan icara imengaitkan idua ihal 

iyaitu iinformasi(apa iyang iterjadi) idengan ikonteks i(hal-hal iyang iterjadi idisekitarnya) 

isebagai iproses ipencarian imakna. iDalam ipenelitian iini ipenulis imelakukan 

ipengamatan ilangsung iterhadap iobjek ipenelitian iyang iberkaitan idengan imasalah 

ipenelitian iini iberupa idokumen, iarsip-arsip iyang iberkaitan idengan iKualitas 

ipelayanan ipublik. 

2. iWawancara 

Teknik i iwawancara i iadalah i idata i iprimer i iyang i idi i iperoleh i ilangsung i idari 

ilapangan. i i iHasil iyang idi iharapkan idari iwawancara idengan ipara iinforman iadalah iagar 

imendapatkan idata i iyang iakurat idan i ivalid i iyang iberkaitan i ierat idengan ipermasalahan 

idalam ipenelitian iini. i i iPada itahap iawal, iinforman idi itentukan isecara i“purposive”, idan 

idalam ipengembangannya idilakukan isecara i“snowball isampling” isampai idi iperoleh 

idata idan iinformasi iyang ilengkap. iOleh i ikarena i iitu, i iinformasi i idi i itahap i iawal i iini i idi i 

idasarkan i ipada i isubjek ipenelitian iyang imenguasai imasalah, imemiliki idata idan 

ibersedia imemberikan idata isebagai iinforman iawal idan ikemudian iberkembang 

imenjadi iluas i(snow iballing) i isampai i itidak i idi i itemukan i ilagi i iinformasi i iyang i 

iberkenaan i idengan itujuan ipenelitian. i i iSumber idata idi ibawah iini imerupakan iorang-
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orang iyang iterlibat iatau imengalami iproses ipelaksanaan idan iperumusan iprogram idi 

ilokasi ipenelitian. i iInforman i idalam i ipenelitian i iini i iditentukan i idan idengan imemilih i 

idan i imenentukan i iinforman i iyang i idianggap i itahu i idan i ikenal i idalam iobjek ipenelitian. i 

3. iDokumentasi 

Dilakukan idengan imempelajari idokumen-dokumen imengenai idata-data 

iyang idiperoleh i iselama i ipenelitian i iberlangsung i idan i ihasil i iyang i idi i idapat imelalui i 

inarasumber. i iDokumentasi i idalam i ipenelitian i iini i iberupa i idokumen, iarsip-arsip iyang 

iberkaitan idengan imasalah ipenelitian. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis idata idalam ipenelitian ikualitatif, idilakukan ipada isaat ipengumpulan 

idata iberlangsung, idan isetelah iselesai ipengumpulan idata idalam iperiode itertentu. i 

iPada isaat iwawancara, ipeneliti isudah imelakukan ianalisis iterhadap ijawaban iyang 

idiwawancarai. i i iBila ijawaban iyang idiwawancarai isetelah idianalisis iterasa ibelum 

imemuaskan, imaka ipeneliti iakan imelanjutkan ipertanyaan ilagi, isampai itahap itertentu, 

idiperoleh idata iyang idianggap ikredibel. 

Langkah–langkah ianalisis idata isetelah idilakukan ipengumpulan idata ioleh ipenulis 

iyaitu; 

1. iReduksi idata i(Data iReduction) 

Reduksi idata idiartikan isebagai iproses ipemilihan,pemusatan iperhatian ipada 

ipenyederhaan, ipengabstrakan, idan itransformasi idata i“kasar” iyang imuncul idari 

icatatan-catatan itertulis idi ilapangan. iMereduksi idata iberlangsung iterus-menerus 

iselama iselama ipenelitian ikualitatif iberlangsung. iReduksi idata imerupakan isuatu 

ibentuk ianalisi iyang imenajamkan i, imenggolongkan, imengarahkan, imembuang iyang 
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itidak iperlu, idan imengorganisasi idata idengan icara isedemikan irupa ihingga 

ikesimpulan ifinalnya idapat iditarik idan idiverifikasi. i 

2. i iPenyajian idata i(Data iDisplay) 

Setelah idata idireduksi, imaka ilangkah iselanjutnya iadalah imendisplaykan 

idata. iDalam i ipenelitian i ikualitatif, i ipenyajian i idata i ibisa i idilakukan i idalam i ibentuk 

iuraian isingkat, ibagan, ihubungan iantar ikategori, iflowchart idan isejenisnya. iAkan 

itetapi iyang ipaling isering idigunakan iuntuk imenyajikan idata idalam ipenelitian 

ikualitatif iadalah idengan iteks iyang ibersifat inaratif. i i iDengan imendisplaykan idata, 

imaka iakan imemudahkan iuntuk imemahami iapa iyang iterjadi, imerencanakan ikerja 

iselanjutnya iberdasarkan iapa iyang itelah idipahami itersebut. 

3. iPenarikan ikesimpulan/verifikasi i(Conclusion iDrawing/verfivation) i 

Langkah iselanjutnya idalam ianalisis idata ikualitatif iadalah ipenarikan 

ikesimpulan idan iverifikasi. iPeneliti iyang iberkompoten iakan imenangani ikesimpulan-

kesimpulan iitu idengan ilonggar, itetap iterbuka idam iskeptis,tetapi ikesimpulan isudah 

idisediakan, imula-mula ibelum ijelas, inamun idengan imeminjam iistilah iklasik idari 

iGlaser idan iStrauss i(1967) ikemudian imeningkat imenjadi ilebih irinci idan imengakar 

idengan ikokoh. iKesimpulan-kesimpulan ifinal imungkin itidak imuncul isampai 

ipengumpulan idata iberakhir, iteragntung ipada ibesarnya ikumpulan-kumpulan icatatan 

ilapangan, ipengkodeannya, ipenyimpanannya, idan imetode ipencarian iulang iyang 

idigunakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Profil Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato 

Kecamatan patilanggio adalah hasil pemekaran dari kecamatan marisa 

pada bulan oktober tahun 2003 sesuai perda Kabupaten No: 03 tahun 2006. 

Nama Patilanggio diambil dari sebuah gunung yang ada diwilayah itu yang 

dinamakan gunung Patilanggio menurut kepercayaan masyarakatnya gunung itu 

dianggap kramat yang pada sewaktu-waktu  ada penampakan bendera putih yang 

berkibar pada waktu dulu yang menurut sejarah ada kuburan yang berpindah. 

Maka gunung Patilanggio ini diambil menjadi nama Kecamatan yaitu Kecamatan 

Patilanggio. 

Adapun Luas Wilayah kecamatan patilanggio adalah + 298,82 KM² 

dengan batas-batas sebagai berikut :   

 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli 

 Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan buntulia dan duhiadaa 

 Sebelah selatan berbatasan dengan teluk tomini dan 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Patilanggio 

Kecamatan Patilanggio terdiri dari 6 desa, yaitu :Desa Manawa, Desa 

Dulomo, Desa Sukamakmur, Desa Iloheluma, Desa Dudepo, Desa Balayo. 
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Kepadatan penduduk Patilanggio pada tahun 2010 sebesar 29 jiwa per km².Desa 

yang paling padat penduduknya adalah Manawa, yaitu 260 jiwa per km², 

sedangkan yang terendah adalah Balayo yaitu 17 jiwa per km². 

Rasio jenis kelamin penduduk Patilanggio adalah 106. Ini berarti bahwa 

untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki, atau 

dapat dikatakan jumlah penduduk Laki-laki di Patilanggio lebih banyak dari 

jumlah penduduk perempuan.Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk 

Patilanggio bekerja di sektor pertanian, jasa, dan lainnya. 

4.1.2. Visi dan Misi Kecamatan Patilanggio 

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan dan 

pemberdayaan kepada masyarakat maka kecamatan patilanggio menetapkan visi 

sebagai berikut : 

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan 

Berkualitas Yang Dinamis, Harmonis, Berlandaskan Keimanan Dan Ketakwaan 

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

Dan untuk mendukung dan merealisasikan visi tersebut diatas maka yang 

kecamatan patilanggio menetapkan misi : 

1. Menumbuhkembangkan sistem manajemen pemerintahan kecamatan dan desa 

yang bertanggung jawab 

2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik 



 

52 

 

3. Mendorong dan mengembangkan inovasi, kreativitas aparatur pemerintah dan 

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan material dan spritual 

berlandasan keimanan, dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa. 

 

 

4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Camat Patilanggio 

Susunan organisasi Kecamatan Patilanggio mengacu pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tugas dan fungsi 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Adapun gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Patilanggio 

adalahsebagai berikut : 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Patilanggio 
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 Sumber : Profil Kantor Camat Patilanggio 

4.1.4.  Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Patilanggio 

Berdasarkan struktur organisasi yang telah digambarkan diatas, maka yang 

menjadi tugas pokok dan fungsi kantor camat popayato kabupaten pohuwato 

adalah sebagai berikut ; 

1. CAMAT 

a. Menigkatkan PAD Kabupaten Pohuwato 

b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa 

c. Penataan Administrasi Kecamatan 

d. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum 

e. Pemberdayaan Masyarakat 

f. Pelayanan Umum 

g. Koordinasi  Intensifikasi PBB 

h. Koordinasi Potensi pada Potensi Wilayah 

i. Koordinasi / Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 

2. SEKCAM 

 Tugas ; 

a. Membantu Camat dalam melaksanakan tata pemerintahan di wilayah 

kecamatan. 

D E S A 
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b. Membantu Camat dalam pelaksanaan pembinaan aparatur kecamatan dan 

desa. 

c. Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat 

kecamatan, desa 

d. Membantu pembinaan piñata usahaan keuangan kecamatan dan desa 

e. Membuat laporan dan evaluasi.  

 Fungsi ; 

a. Menyusun program pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya. 

b. Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan. 

c. Menyelenggarakan pelaksanaan tata usaha umum kepegawaian, 

pelayanan masyarakat serta tata usaha perlengkapan. 

d. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan. 

e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Camat.  

3. KASUBAG KEUANGAN 

 Tugas ; 

a. Menyiapkan dokumen anggaran satuan kerja kecamatan. 

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan terhadap seluruh penerimaan dan 

penyetoran ke Kas Daerah. 

c. Melaporkan surat pertanggung jawaban dokumen satuan anggaran. 

d. Mengendalikan pelaksanaan anggaran dan kegiatan. 

e. Membuat Rencana Anggaran Kas. 

f. Melaksanakan verifikasi dan analisis kebutuhan atas laporan pertanggung 



 

55 

 

jawaban Bendahara. 

 Fungsi : 

a. Melaksanakan fungsi sebagai pengelola system keuangan kecamatan. 

b. Melakukan verifikasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

keuangan kecamatan. 

c. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan 

kecamatan. 

4.  KASUBAG PERENC. KEPEG. DAN UMUM 

 Tugas ; 

a. Membuat rencana penyusunan anggaran. 

b. Membuat rencana pembangunan kecamatan. 

c. Membuat rencana per triwulan, semester dan tahunan. 

d. Rencana Kerja Tahunan (RKT). 

e. Rencana Kinerja Kegiatan (RKK). 

f. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). 

g. Membuat LAKIP. 

h. Menyelenggarakan administrasi pegawai. 

 Fungsi : 

a. Mengelola sistim administrasi kepegawaian yang satuan administrasi 

pangkalnya berada di kecamatan. 

b. Melaksanakan fungsi sebagai perencana dan pengelola program dan 

kegiatan di kecamatan. 

c. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan kewenangan 
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kedinasan. 

5. KASIE PMD 

 Tugas ; 

a. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 

b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat baik lahiriyah maupun batiniah. 

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah desa serta 

aparatnya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

d. Mendata penduduk/KK Miskin. 

e. Mendata penerima Mahyani. 

f. Mendata monografi, demografi, profil kecamatan, desa 

g. Mendata pengusaha, badan usaha, pengrajin, pedagang asongan, took, 

kios dan KUBE. 

h. Mendata proyek yang telah dilaksanakan. 

i. Mendata harga bahan pokok dan hasil panen/bahan lain. 

j. Mendata penerima Raskin. 

k. Membuat laporan rencana dan program capaian pembangunan desa. 

l. Melakukan Musrenbang Desa dan Kecamatan. 

 Fungsi ; 

a. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 

b. Mendata penduduk/KK Miskin. 

c. Mendata penerima Mahyani. 

d. Mendata monografi, demografi, profil kecamatan. 
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e. Mendata pengusaha, Badan Usaha, pengrajin, pedagang asongan, toko, 

kios dan KUBE. 

f. Melakukan Musrenbang Desa dan Kecamatan. 

6. KASIE TRANTIB 

 Tugas ; 

a. Melaksanakan pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum. 

b. Melaksanakan penertiban hewan lepas, data hewan dan data penyakit 

hewan. 

c. Melaksanakan pembinaan kepada Hansip dan meningkatkan Siskamling. 

d. Melaksanakan sosialisasi akta jual beli tanah. 

e. Data Hansip, organisasi politik dan organisasi sosial. 

f. Mendata hutan lindung, galian c dan penjual minuman keras 

(beralkohol). 

g. Mendata kendaraan dinas dan penertiban kendaraan dinas (tempat 

parkir). 

h. Mendata tanah yang sudah atau belum bersertifikat. 

 Fungsi ; 

a. Meningkatkan disiplin aparatur desa se- kecamatan. 

b. Melakukan pembinaan staf sesuai bidang tugasnya dan koordinasi 

dengan pimpinan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

7. KASIE SOSIAL 

 Tugas ; 
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a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial. 

b. Menumbuh kembangkan kemampuan swadaya, gotong royong, dan 

kemandirian. 

c. Memprogramkan peringatan hari-hari besar agama. 

d. Meningkatkan/menumbuh kembangkan adat istiadat dan penataan tempat 

wisata. 

e. Data penerima bantuan sosial. 

f. Data potensi bencana alam. 

g. Data tempat ibadah dan pengurusnya. 

h. Data pegawai syara’/imam dan pemangku adat. 

i. Data organisasi keagamaan. 

j. Data sekolah. 

k. Data usia sekolah/putus sekolah. 

l. Data pegawai yang ada di kecamatan. 

m. Data tempat wisata yang dikembangkan. 

n. Data organisasi sosial (MUI, PHBI, Karang Taruna). 

o. Data lembaga budaya dan pengurusnya. 

p. Data yang belum punya Buku Nikah. 

 Fungsi ; 

a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial. 

b. Memprogramkan peringatan hari-hari besar agama. 

c. Meningkatkan/menumbuh kembangkan adat istiadat dan penataan tempat 

wisata. 
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d. Data tempat ibadah dan pengurusnya. 

e. Data pegawai syara’/imam dan pemangku adat. 

f. Data sekolah. 

g. Data usia sekolah/putus sekolah. 

h. Data organisasi sosial (MUI, PHBI, Karang Taruna). 

i. Data lembaga budaya dan pengurusnya. 

j. Data yang belum punya Buku Nikah 

8. KASIE PEMERINTAHAN 

 Tugas ; 

a. Melaksanakan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat berupa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Dll. 

b. Melaksanakan peningkatan disiplin aparatur dan loyalitas terhadap tugas. 

c. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan 

persatuan dan kesatuan. 

d. Mendata Aparat Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga 

Perwakilan Desa (LPM). 

e. Visi dan misi kecamatan. 

f. Mendata penduduk yang sudah dan belum mempunyai KTP, KK dan 

Akta Kelahiran. 

 Fungsi ; 

a. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan pengadministrasian 

kependudukan dan catatan sipil. 

b. Melaksanakan urusan wajib kabupaten dan urusan lain tingkat kabupaten 
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sesuai dengan bidangnya. 

c. Menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan desa. 

d. Menyelenggarakan dan evaluasi pelaporan urusan pemerintahan. 

e. Melaksanakan tugas pembantuan. 

f.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis terhadap 

permasalahan penelitian melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada informan 

penelitian, maka dapat digambarkan hasiln Penelitian tentang Kulaitas Pelayanan 

Publik di Kantor Camat Patilanggio adalah sebagai berikut : 

1. Dimensi Tangible, bukti fisik, berupa fasilitas dan perlengkapan, dan alat-alat 

komunikasi 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan, Kaur Pemerintahan SP dikatakan 

bahwa : 

“ Dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh 

masyarakat telah didukung dengan adanya kesiapan pegawai dalam 

memberikan layanan berusaha menunjukkan penampilan yang bersih dan rapi 

bahkan seragam yang sudah menjadi ketentuan bagi pegawai begeri sipil, 

sehingga menurut pengamatan saya pelayanan sudah baik.” 

Hal ini juga telah diungkapkan oleh pegawai yang lainnya yakni Sekretaris 

Kecamatan Patilanggio yakni bapak IB, dikatakan bahwa : 

“ Alhamdulillah pelayanan yang kami berikan sebagai aparat diCantor 

Camatn Patilanggio ini saya rasa sudah cukup baik, terbukti bahwa selama ini 

tidak komplein dari masyarakat yang kami layanan dan juga sudah ditunjang 

dengan segala fasilitas pendukung layanan telah memenuhi, sehingga kualitas 

sudah bisa dikatakan baik. “ 
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Dari pernyatan –pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa kualitas 

pelayanan yang dihasilkan dari pelayanan publik di kantor Camat Patilanggio 

telah memenuhi harapan masyarakat pada umumnya, hal ini selalu menimbulkan 

kesan yang baik dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kualitas juga 

ditunjang oleh dengan penampilan dari pegawainya dalam melakukan pelayanan, 

sehingga masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan pegawai Kantor 

Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

Untuk mendapatkan kenyamanan dalam pemberian layanan maka di 

Kantor Camat Patilanggio telah disediakan tempat pelayanan yang nyaman bagi 

pelanggan atau masyarakat antara lain ruang tunggu yang memadai, agar 

pengguna layanan merasa nyaman karena ruangan yang sempit. Namun masih 

perlu diadakan AC di dalam ruangan pelayanan sehingga maasyarakat yang 

dilayani merasa lebih nyaman berada diruang tunggu sambil menunggu giliran 

untu dilayani. 

 Selanjutnya hasil wawancara dengan Kasie Pelayanan, HK, dinyatakan 

bahwa :  

“ Saya menyadari kualitas pelayanan di Kantor Camat Patilanggio belum 

maksimal walaupun diharapkan agar pelayanan kami berkualitas, tetapi dalam 

hal pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang seperti AC untuk kenyaman 

pelanggan belum bisa diadakan karena anggaran kantor masih terbatas, 

sehingga kami berharap  bagi pelanggan yang datang agar tidak merasa 

kepanasan dalam ruang tunggu, cukup kami hanya bisa menyediakan kipas 

angin. “ 

  

 Dapat pula ditampilkan hasil wawancara penulis dengan informan lain 

yakni tokoh masyarakat,  SA , yang menyatakan bahwa :  

“ Kemudahan dalam proses pelayanan yang menjadi harapan kami sebagai 

pelanggan dalam pelanan publik dikantor camat patilanggio, saya telah 
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merasakan bahwa kemudahan pelayanan belum maksimal karena pernah saya 

mengurus surat kartu keluarga masih harus bolak balik ke rumah karena 

kekuarangan persyaratan, harusnya pegawai sudah menyampaikan apa-apa 

yang menjadi persyaratan yang saya harus siapkan. Tapi begitu saya sudah 

dikantor camat baru saya diberitau harus siapkan berkas yang lain lagi.” 

 

Hal senada dinyatakan oleh informan lainnya, yakni ibu WH, pegawai 

kantor camat Patilanggio, bahwa : 

“ Sebenarnya persyaratan untu berkas pengurusan surat keterangan keluarga 

sudah ada di sini, Cuma mungkin masyarakat tidak menyakan terlebih dahulu 

kepada pegawai di sini bahwa apa yang menjadi syarat yang harus dipenuhi 

untuk mengurus surat keluarga, tapi karena kami sudah diarahkan pak camat 

untuk selalu menyampaikan kepada setiap yang minta layanan agar 

menyampaikan persyaratan yang harus disiapkan oleh masyarakat, agar 

pengguna layanan tidak kesulitan dalam mendapatkan layanan yang 

berkualitas.” 

 

Penulis dapat menjelaskan hasil wawancara di atas, agar tercapai kualitas 

pelayanan di Kantor Camat Patilanggio maka pegawai harus memperhatikan 

sekaligu menyempaikan secara terbuka kepada masyarakat agar dalam setiap 

pengurusan surat-surat di kantor camat selalu memperhatikan atau menyyiapkan 

berkas yang dipersyaratan dalam setiap layanan agar tidak terkesan pelayanan 

yang berbelit-belit.  

2. Dimensi Reliability (Kehandalan) 

Pada dimensi ini yang dimaksudkan adalah kemampuan pegawai dalam 

melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu, valid, dipercayai, serta 

memenuhi harapan dalam melayani. Oleh sebab itu penulis menggambarkan hasil 

temuan penelitian terkait dengan kualitas pelayanan di Kantor Camat Patilanggio 

Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut : 

1. Kecermatan pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat 
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Dimensi kehandalan merupakan kemampuan untuk melaksanakan jasa 

yang dijanjikan dengan tepat, akurat, terpercaya, konsisten dan kesesuaian 

pelayanan. Untuk mengukur dimensi kehandalan dalam upaya mengetahui  

kualitas pelayanan publik di Kecamatan  Patilanggio  dapat diukur melalui 

indikator sebagai berikut : Seperti dalam pernyataan kaur Pemerintahan bahwa : 

“ Pegawai di Kantor Camat ini sudah melayani masyarakat dengan baik, apabila 

kami ditemui para pengguna layanan, kami selalu berusaha agar tidak terjadi 

kessalahan dalam setiap pekerja namun karena kami sadari masyarakat agar 

tidak datang berulang untuk mengurus keperluannya..” 

 

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat penulis jelaskan bahwa 

petugas pelayanan telah berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai harapan 

masyarakat dengan pertimbangan agar mereka tidak ada rasanya dirugikan atas 

layanan yang diterima. Kemudian informan lain yang ditemui penulis, yakni 

Sekcam Patilanggio, bapak IB, dimana beliau mengatakan sebagai berikut : 

“Kalau terkait dengan kecermatan pegawai dalam memberikan layanan saya 

melihat jarang ada tuntutan balik dari masyarakat atas kualitas pelayanan yang 

diberikan pegawai disini, karena mereka sudah pehami apa yang menjadi tugas 

dan pekerjaannya secara baik-baik, makanya tidak pernah ada tuntutan balik 

dari masyarakat yang dilayani.” 

 

 Dari pernyataan informan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas setiap pegawai merasa 

bertanggungjawab dalam menciptakan kepuasan kepada para penerima layanan 

yakni masyarakat di kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Hal tersebut 

sangat mendukung apa yang menjadi visi dan misi organisasi kecamatan. 

2)  Mempunyai Standar Pelayanan yang Jelas 

Kantor Camat Patilanggio merupakan organisasi perangkat Daerah yang 

memiliki tugas  dan fungsi sebagai pelayan publik tentu telah mempersiapkan 
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acuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama standar yang digunakan 

dalam pelayanan. Namun  hal ini perlu menjadi suatu perhatian bagi seluurh 

jajaran yang ada, terutama pimpinan yakni Camat, sehingga dalam memberikan 

layanan publik tidak ada sifatnya mengambang atau sesuai dengan standar 

operasional yang digubakan. Sebagaimana pernyatan dari salah seorang pegawai 

kantor Camat Patilanggio, bagian pelayanan yaitu SU dikatakan bahwa : 

“Di Kantor Camat Patilanggio belum memliki standar pelayanan yang baku, 

karena kadang-kadang masyarakat menuntut agar setiap jenis layanan sudah 

dipampang di papan informasi sehingga mudah dibaca oleh setiap pengguna 

layanan di kantor ini, juga ada manfaat lain agar penerima layanan sudah dapat 

menyiapkan setiap persyaratan yang disampaikan dipapan tersebut. Jadi tidak 

muncul pertanyaan dari masyarakat.” 

 

 Dari pernyataan informan di atas, penulis dapat memberikan penjelasan 

bahwa pelayanan di Kantor Camat belum memiliki standar opersional yang baku, 

yang layak di dapat melalui papan informasi yang disediakan sehingga sering 

menimbulkan kebingunan di masyarakat tentang segala persyaratan dari setiap 

jenis layanan yang ada. 

Demikian pula pernayataan dari Sekretaris Kecamatan Patilanggioa yakni bapak 

IB, dimana dikatakan bahwa : 

“ Untuk mengarahkan setiap pekerjan dan tugas dari pegawai yang ada di kantor 

Camat ini seharusnya kami sudah menyiapkan standar operasional pelayanan, 

cuman saja kami masih menggunakan prosedur melalui permintaan informasi 

yang belum memadai, sehingga saya melihat kada masyarakat mencari cari 

dimana informasi itu bisa di dapat. Untung ada bagian Umum yang senantiasa 

bersedia menyampaikan jika ada yang bertanya tentang hal tersebut. “ 

 

 Dapat penilis menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas pemerintah kecamatan Patilanggio masih perlu mneyiapkan sistim 

pelayanan yang memiliki standar operasional pelayanan yang membuka ruang 



 

65 

 

bagi penerima layanan untuk memperoleh informasi yang memuaskan sehingga 

kualitas pelayanan dapat tercapai. 

3) Kemampuan pegawai menggunakan sarana dalam proses pelayanan. 

Pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik, maka 

pegawai harus memiliki kemampuan dalam memanfaatan sarana prasarana yang 

menunjang pelayanan agar berkualitas.  Temuan dalam penelitian ini bahwa 

masih terdapat kekurangan pada pegawai yang ada yakni dalam memanfaatkan 

fasilitas komputer, sehingga masih menjadi perhatian camat untuk menyikapi 

masalah tersebut. 

 Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Kecamatan Patilanggio 

yakni bapak, IB dimana di katakan bahwa : 

”Masih terdapat pegawai kami yang belum memiliki kompotensi rendah karena 

masih ada pegawai yang belum mahir dalam menggunakan komputer sebagai 

sarana pelayanan publik di Kantir kami ini, kami dari pihak pemerintah 

kecamatan akan berusaha mendorong mereka agar dapat meningkatkan 

kemampuan dalam mengoperasikan komputer.” 

 

Dapat dijelaskan bahwa pendapat dari informan di atas, bahwa aspek kemampuan 

pegawai Kantor camat Patilanggio masih perlu di tingkatkan terutama 

kemampuan dalam mengoperasikan komuter sebagai sarana pendukung layanan 

yang ada di instansi tersebut. Selaras dengan pendapat informan di atas, kasie 

pelayanan, DI menyatakan bahwa : 

“ Pegawai di bagian operasional komputer yang ditugaskan dalam  menangani 

permintaan masyarakat terutama dalam pengambilan data dan identitas pemilik 

Kartu Tanda Penduduk kasdang terhambat pelayanannya apabila operator tidak 

berada ditempat, hal ini menjadi salah satu penyebab sedikit terlambatnya 

pekerjaan pengimputan data penduduk khususnya yang membutuhkan KTP.”  

 Hal lain yang disampaikan oleh OP sebagai pegawai pada bagian 

pendidikan kemasyarakatan, dimana dikatakan bahwa : 
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“ Saya melihat langsung memang masih ada kekurangan yang dipunyai oleh 

pegawai kami di Kantor Camat Patilanggio ini, misalnya kemampuan 

mengoperasikan komputer karena ketika petugas yang ditunjuk tersebut sedang 

tidak ada ditempat sering terlabmat pelayanan terutama pada bagian penginputan 

data penduduk sehingga saya rasa pimpinan disini harus memberikan perhatian 

bahwa mengharuskan semua pegawai mahir mengoperasikan sarana komputer.”  

Dapat dijelaskan dari pernyataan sumber informasi di atas, bahwa masih perlunya 

sikap pemerintahan kecamatan patilanggio kabupeten pohuwato untuk mrndorong 

pegawainya agar meningkatkan kompotensi dalam bidang teknologi informatika 

yang dapat menunjang peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada 

publik. Hal tersebut sebagaimana tugas dan fungsi pemerintahan adalah 

memberikan kepuasan dalam setiap pelayanan kepada masysarakat. 

3. Dimensi responsiviness (Daya Tanggap)  

Adapun  aspek yang perlu mendapat perhatian pegawai dalam pelayanan 

publik dimana pegawai harus cekatan dan tanggap terhadap setiap permasalahan 

maupun kebutuhan masyarakat di Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

Kemampuan merespon atas keluahan dan kebutuhan publik tidak dapat dipungkiri 

oleh pegawai karena masyarakat yang mempunyai kebutuhan secara administrasi 

yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan khususnya di Kecamatan 

Patilanggio. 

1. Merespon setiap masysrakat yang membutuhkan layanan 

Dalam memberikan tanggapan secara baik kepada masyarakat adalah hal 

yang menjadi utama dalam setiap pelayanan, sebab masysarakat yang datang 

berharap agar mendapat tanggapan yang baik dari pelayan yakni pegawai sebagai 

aparat negara. Merespon baik kepada pelanggan akan menimbulkan rasa 

dihargainya masyarakat oleh aparat tersebut sebelum kebutuhan mereka terpenuhi 
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dengan baik. Tentu dalam memberikan respon ini akan berdampak pada kualitas 

layanan yang diberikan oleh pegawai khususnya pegawai di Kantor Camat 

Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

Dari hasil penelusuran penulis melalui pedoman wawancara dengan 

berbagai nara sumber yang ada di kantor camat Patilanggio kabupaten 

pohuwato maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

Seperti yang diutarakan oleh salah seorang masyarakat kecamatan patilanggio 

yakni bapak HP, dimana dikatakan bahwa : 

“ Saya memang pernah mengajukan keperluan dalam pembuatan surat 

keterangan kepemilikian tanah, dan pas saat itu sedang ramai pengunjung di 

Kantor Camat, saya melihat ada pegawai yang sedang sibuk melayani 

masyaratak jasi saya masih berdiri saja disuatu tempat yg tidak jauh dari tempat 

pelayanan, tetapi tiba-tiba ada pegawai lain yang mendekati saya dan ada ba 

tanya pak.. ada yang perlu kami bantu, lalu sya langsung dilayani oleh pegawai 

tersebut, sehingga saya merasa senang sudah dapat terlayani dalam urusan 

tersebut, tapi memang ada juga pegawai yang cuek dengan masyarakat yang 

datang tapi kalau ini adalah pengalam saya dalam membutuhkan pelayan.” 

 

Masyarakat akan merasa senang jika mereka mendapatkan pegawai 

langsung merespon keperluannya, oleh karena itu jika pegawai secara 

keseluruhan harus memiliki sikap mendahulukan sapaan kepada masyarakat 

yang datang sehingga mereka merasa sudah direspon dengan baik oleh pegawai 

yang ada di Kantor Camat Patilanggio.  

2. Pegawai melakukan pelayanan publik dengan cepat 

 Dalam  rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas pegawai kantor 

camat patilanggio harus memiliki sikap yang cepat dalam setiap masyarakat yang 

membutuhkannya. Berikut ini penulis dapat uraikan hasil wawancara dengan 
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pegawai kantor camat patilanggio yakni Sekretaris Camat, IB dimana dikatakan 

bahwa : 

“ Kami sebagai aparat kecamatan selama ini berusaha melakukan pelayanan 

kepada publik dengan cara yang baik, dalam arti bahwa segera menanggapi apa 

yang dibutuhkan masyarakat sehingga mereka tidak harus menunggu dengan 

berjam-jam di kantor ini. Pegawai kami pada umumnya telah kami berikan 

pengarahan dalam setiap keadaan agar senantiasa memperhatikan masyarakat 

yang datang yang membutuhkan layanan dari pegawai kami, hal ini untuk 

menghindari kesan yang tidak baik dari masyarakat atas pelayanan kami di sini, 

karena tugas kami adalah harus memberikan kepuasan dalam melayani publik 

yang akan berdampak pada kualitas pelayanan di kantor ini.” 

Berdasarkan pernyataan bapak Sekretaris Camat maka dapat penulis 

menjelaskan bahwa sikap yang ditunjukkan pegawai dalam melayani masyarakat 

yang datang setiap waktu selalu dilayani dengan cepat agar tidak ada masyarakat 

yang menunggu dengan berlama-lama menunggu layanan. Sikap pegawa yang 

cepat memberi tanggapan kepada masyarakat akan mengesankan baik pada publik 

bahwa kepuasan pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor camat patilanggio 

agar lebih berkualitas. 

Dapat juga penulis uraikan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 

yakni bapak SP, yang menyatakan bahwa : 

“Pelayanan selama ini di Kantor Camat Patilanggio sudah baik, dan tidak 

pungutan atas setiap permintaan layanan tersebut, sehingganya saya tidak 

pernah mengeluarkan biaya pada setiap kali ada pengurusan suart-surat penting 

yang harus dikeluarkan dari kantor kecamatan ini, dan sampai sekarang juga 

tidak ada saya dengan ada beban biaya yang harus dibayar masyarakat kalau 

ada yang dimintai surat dari kecamatan. Cukup dipenuhi saja persayaratan 

berkasnya ya,,sudah..selesai menunggu hanya beberapa menit saja. Cuma itu 

yang selama ini saya lihat dan saya alami langsung.” 

 

Sama halnya dengan yang dinyatakan oleh pak bapak Camat Patilanggio 

tentang kualitas khususnya pada masalah kecepatan untuk memberikan pelayanan 

yang dibutuhkan masyarakat. 
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 Camat Patilanggio,bapak KDj, menyatakan bahwa : “setiap pelayanan 

yang kami  laksanakan di kantor Camat ini saya rasa sudah sesuai dengan 

prosedur dan aturan yang berlaku, misalnya dalam pelayanan permintaan surat 

keterangan penduduk atau domisili, pengurusan surat ini sudah tidak memakan 

waktu yang berjam-jam untuk menunggu penyelesaiannya, memang kadang juga 

ada kendala apabila listrik padam sehingga komputer tidak bisa digunakan hanya 

begitu, tetapi kalau semuanya sarana dan fasilitas pendukung dalam keadaan 

normal dan baik-bai, sudah pasti masuyarakat yang butuh layanan tanpa 

menunggu lama-lama keperluanmereka  sudah cepat terselesaikan.” 

 

Pelayanan yang depat dilakukan adalah merupakan itikad baik oleh 

pemerintah kecamatan patilanggio dalam rangka menciptakan kualitas dalam 

pelayanan publik khususnya di kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

 

3.Ketapatan pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik. 

Untuk mendudkung terselenggaranya pemerintahan yanb baik yang 

selama ini menjadi dambaan publik bahwa ketepatan dalam pelayanan adalah 

merupakan pula salah satu aspek yang sangat menunjang dalam hal ini agar 

tercipta kualitas pelayanan di semua instansi pemerintahan. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dapat disajikan hasil wawancara 

dengan informan yakni kasie pelayanan bapak DI, dimana beliau mengatakan 

bahwa : 

“ Dalam setiap pelayanan yang kami laksanakan di kantor camat patilanggio 

ini mudah-mudahan tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

pemerintah,khususnya pemerintah kecamatan patilanggio, dimana bahwa 

pelayanan yang akan berkualitas jika memnuhi kepuasan masyarakat yang 

dilayani, dan kami alhamdulillah dalam memenuhi ketepatan waktu penyelesaian 

pekerjaan adalah menjadi target yang harus dicapai. Mengingat masyarakat 

saling mendukung dalam pemenuhan sarat-sarat yang dipersyaratkan dalam 

setiap layanan, sehingga memudahkan dalam penyelesainnya, keteapatan waktu 

yang diharapkan terpenuhi sehingga masyarakat tidak bosan menunggu 

hasilnya.” 
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa ketepatan layanan 

yang diberikan oleh semua unsur yang ada di lingkungan kantor camat dalam hal 

ini adalah pegawai telah memenuhi harapan masyarakat yakni ketepatan waktu 

dan jenis pelayanan yang tidak membingunkan maysarakat, dalam arti jelas dari 

aspek persyaratannya dan ketentuan waaktu penyelesain pekerjaan. 

4. Dimensi Assurancce (jaminan) 

 Terkait dengan assurance atau yang biasanya disebut jaminan, dalam hal 

ini yang dimaksudkan adalah jaminan dalam ketentuan waktu, ketapatan 

kecermatan serta kemampuan pegawai yang di harapkan terwujud sehingga 

masyarakat memperoleh kepercayaan dari jaminan yang telah diberikan dalam 

pelayanan tersebut. 

 Sebagaiman yang di ungkapkan oleh kaur pemerintahan yakni baoak, SP. 

Dikatakan bahwa : 

“ Dalam setiap layanan yang diberikan oleh pegawai di kantor camat ini saya 

merasa bahwa belum ada gejala bahwa masyarakat tidak merasa puas dengan 

layanan yang mereka terima dalam hal ini permintaan kebutuhan berbagai hal, 

sehingga menurut saya dari aspek ketepatan pelayanan sudah betul, tidak ada 

komplein dari yang dilayani, sehingga dapat dikatakan pelayanan di kami sudah 

baik, walaupun belum dapat dikatakan tidak ada masalah itu sangat relatif.” 

 

Untuk menggambarkan ketapatan dalam memberikan layanan, pegawai 

kantor camat patilanggi sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, hal ini menunjukkan adanya dukungan dalam kepada pemerintahan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang yang 

berdampak pada kualitas pelayanan publik. Jaminan yang menjadi harapan publik 

senantiasa diwujudkan dalam meningkatkan kapasiata dan kompotensi pegawai, 
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melalui ketetapan layanan yang diberikan dalam bahwa tidak simpang siur 

informasi layanan, menjamin kualitas dari pekerjaan tersebut. 

 Berikut pernayataan tokoh masyarakat yang berhasil di wawancarai oeleh 

penulis, yakni bapak, HK yang mengatakan bahwa : 

“ kalau menurut penilaian saya selama ini lepayanan di kantor camat yang 

dilakukan oleh seluruh pehgawai saya anggap sudah baik, karena telah memenuhi 

harapan masyarakat misalanya tepat layanan tidak berbelit-belit, waktu menunggu 

sudah dijamin tadak berjam-jam kalau semua fasilitas baik kondisinya, tidak ada 

keluhan yang mencorong selama ini, aman-aman saja, semua berjalan dengan 

baik, jadi menurut saya pelayanan publik di kantor ini sudah memenuhi harapan 

publik.” 

 

 Pegawai pada Kantor camat patilanggio pada umumnya telah menjalankan 

tugas dan pekerjaan dalam hal pelayanan publik sudah memenuhi harapan 

masyarakat, dimana pelayanan yang telah dijamin dapat diselesai dalam waktu 

tertenu yang tidak terlalu lama, kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan 

yang diberikan oleh pegawai sudah menuhi harapan mereka sehingga dapat 

dikatakan dalam rangka memberikan jaminan kenyaman dan kekecewaan dari 

pelayanan itu tidak terjadi. 

 Jaminan terhadap biaya dalam pelayanan sudah dinyatakan bahwa tidak 

ada pembebanan biaya terhadapan layanan publik yang diberikan oleh pegawai 

kantor camat patilanggio. 

 Hal itu sebagaimana dikatakan oleh kasubag keuangan kantor camat 

patilanggio, yakni ibu WH, yang mengatakan bahwa : 

“kalau hanya masalah jaminan terhadap biaya pelayanan yang ada dikantor 

camat patilanggio ini, saya tau persis bahwa dijamin tidak beban biaya dari 

setiap layanan yang diberikan pegawai sebagai pelayan publik, sebab itu sudah 

menjadi peraturan pemerintah kabupaten pohuwato yang diteruskan kepada 

semua SKPd samapai ke tingkat kecamatan, dimana dinyatakan agar tidak ada 

pungutan atau beban biaya dalam setiap pelayan yang diberikan kepada 

masyarakat, sehinggnya kami menjalankan perintah tersebut sampai di tingkat 
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desa, dan Alhamdulillah masyarakat kami terbantu dengan ditiadakannya biaya 

dari setiap layanan yang dibutuhkan oleh publik.” 

 

Masalah jaminan terhadap pembeban biaya yang menjadi tanggungan dari 

setiap permintaan layanan tidak merjadi suatu kendala dalam penyelesaian 

pekerjaan terhadap kebutuhan akan layanan publik, hal tersebut telah sesuai 

dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan diajanlkan di 

semua satuan perangkat organisai pemerintah daerah sehingga pemerintah 

kecmaatan patilanggio menjalankan aturan dengan baik. 

Hal yang sama pula dikatakan oleh bapak HK, yakni masyarakat desa suka 

makmur, dalam pelayanan publik beliau mengatakan bahwa : 

“Saya selama ini setiap meminta keperluan di kantor camat patilaggio, saya tidak 

pernah membayar atau diminta bayar atas layanan yang saya minta di kantor camat 

itu, waktu itu saya bertepatan mengurus kartu keluarga,.” 

 Dari berbagai layanan yang diselanggarakan di Kantor camat patilanggio 

telah dibebaskan dari bebab biaya kepada masyarakat yang meminta layanan. 

Maysarakat tidak perlu hawatir jika ada pembebann biaya yang diminta dalam 

membutuhnkan pelayanan di intansi tersebut. 

5. Dimensi Empathy (empati) 

 Pelayanan publik yang diselengagrakan oleh pemerintah senantias 

memperhatikan aspek empati dari pelayanan yang diberikan hal sangat 

mendukung kualitas pelayanan yang diterima masyarakat sebagai pengguna 

layanan tersebut. Dalam hal memberikan pelayanan selalu memperhatikan aspek 

hubungan timbal balik antara penerima laynan dengan melayani. Komunikasi 

perlu dibangun secara baik secara timbal balik yang ditunjukkan dengan interaksi 

yang terjalin antar keduanya. Dalam menjalankan pelayanan publik diakntor 
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camat patilanggio hal ini menjadi suatu kewajiban dari setiap pegawai yang 

melayani sebab jika itu dilaksanakan maka pegawai senantiasa mempertimbangka 

mendahulukan keperinan umum daripada kelompok atau pribadi sehingga 

terbangun kominkasi yang bai, sinergitas diantara keduanya melalui intensitas 

komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak. 

Selanjutnya dapat di tampilkan hasil wawancara penulis dengan salah satu 

pegawai kantor camat patilanggio kabupaten pohuwato yakni kasie pelayanan 

bapak DI, dinyatakan bahwa  : 

“ Iya..memang betul pelayanan publik tidak bisa dipisahkan dari adanya empati 

yang terbangun dihati masyarakat atas layanan yang di terima dari penyedia 

layanan, misalkan saja, masyarakat sudah dilayani dengan baik, ditanya ada 

keperluan apa bapak atau ibu, atau ada yang bisa kami bantu bu,.lalu dengan 

bahasa yang baik, sikap yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai kami sehingga 

terkesan pelayanan menjadi lebih baik, begitu juga sebaliknya, dari maysarakat 

menyampaikan keperluannya dengaa cara yang santun, sikap yang baik tentu 

akan ditanggapi atau dilayani dengan baik pula oleh penerima layanan disini.” 

 Agar pelayanan yang diberikan berkualitas maka tentu harus 

mempertimbangkan berbagai aspek seperti hubungan baik (rasa empati) yang 

terjalin diantara kedua belah pihak maka pelayanan menjadi lebih baik. Pemeintah 

kecamtan haus mampu menyenangkan publik sehingga penilaian terhaadap 

kualitas pelayanan di kantor camat menjadi baik.  

 Seperti yang dikatakan oleh kaur pemerintahan yakni bapak SP, dikatakan 

bahwa: 

“ kalau hanya berbicara mendahulukan kepetingan publik kami semua yang ada 

di sini sudah melakukan hal itu, misalanya walaupun telah tiba waktu istrahat 

tetapi kalau masih ada masyarakat yang dilayani maka kami menunda jam 

istrahat sampai urusan masyarakat terselesaikan dengan baik.” 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kecamatan 

patilanggio atau pegawai pada umumnya di kantor camat sangat memperhatikan 

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, hal ini menunjukkan perhatian 
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pegawai dalam memberilan pelayanan dikantor camat patilanggio. Bila hal itu 

yang dilakukan oleh pegawai akan menumbuhkan rasa empati dari pelanggan. 

Mendahulukan kepentinga pelanggan menjadi komiten dari setiap pegawai yang 

ada di Kantor Camat patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

 Dikonfirmasi dengan Camat Patilanggio, bapak KDJ, bahwa keramahan 

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat diungkap sebagai 

berikut; 

“ Kalau hanya masalah keramahan pegawai saya dalam memberikan pelayanan di 

kantor camat ini saya melihat itu sudah ada wujudnya, karena saya mengamati 

selama ada menayarakat yang dilayani sikap mereka baik, ramah sopan, 

menghargai orang tua jika ada yang datang sudah usia lanjut, menghargai yang 

mudah dengan bicara yang halus, dan selama saya menjadi camat di sisni saya 

belum pernah menerima laporan masyarakat atas sikap dan cara pegawai yang 

melayani dengan tidak baik, karena saya berusaha setiap pada kegiatan apalagi 

pada kegiatan apel, saya selalu menegaskan agar layani pelangan kita dengan 

sebaik mungkin, sampai selesainya urusan mereka, agar tidak terkesan kita kurang 

ramah dalam pelayanan di sini, dan syukur pegawai memahami hal itu.”  

 

 Prinsip memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat adalah sebuah 

harapan pemerintah terutama di kecamatan patilanggio, karena dalam kondisi 

apapun aparat sipil negara harus menjunjung tinggi prinsip pelayanan yang terbaik, 

dan gardan terdeapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor 

camat patilanggio kabupaten Pohuwato. 

 Keramahan dan sopan santun yang ditunjukkan oleh pegawai kantor camat 

patilanggio menimbulkan rasa empaty yang dalam dari masyarakat sehingga hal 

menjadi sebuah jaminan kualitas peayanan pasti terjamin. Hal ini sebagai mana 

diunkgap oleh salah pak Sekcam Patilanggio, IB, Yang dikatakan bahwa : 

“Pada umumnya pegawai kami yang ada dikantor camat patilanggio menurut saya 

sudah menunjukkan perilaku mereka dengan baik, misalnya ramah dalam menerima 

masyarakat, sopan dalam menyapa keperluan masyarakat serta menyiapkan tempat 
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duduk yang layak bagi peanggan, menghoramti setiap maysrakat yang datang 

membinta layanan disini, dan tidka berlebihan yang katakan tetapi ternya benar 

adanyy.” 

  

Penuturan sekcam sdi atas, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang 

dilaksankan oleh pegawia di Kantor Camat Patilanggio telah menujukkan sesuai 

harapan publik, yang dengan berbagai macam tipe dan gaya masyarakat yang datang 

namun pemberian layanan yang berkualitas menjadi hal tidak dapat dielakkan, sebab 

itu menunjukkan kualitas pelayanan yang disleengarakan oleh pemerintah 

kecamatan patilanggio yang diukur dari aspek-aspek kualitas tersebut. 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas dalam hasil penelitian 

tentang kualitas pelanan publik di Kantor Camat Patilanggio Kabupatn Pohuwato.  

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan hak, yang melekat 

pada setiap orang, baik pribadi maupun berkelompok (organisasi) dan dilakukan 

secara universal.  

Riyas Rasyid (1997) mengemukakan bahwa dilihar dari sisi pemerintah, 

pelayanan adalah proses kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakay berkenaan 

dengan hak-hak dasar dan hak pemberian,yang wujudnaya dapat berupa jasa 

layanan. Bagi pememrintah , masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk 

dibicarakan bahkan diteliti karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki 

pemmerintah, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan. maka dapat 

digambarkan oleh penulis sebagai berikut.  

  Penelitian Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Patilanggio 

Kabupaten pohuwato, berdasarkan indikator yang telah digunakan penulis untuk 
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melihat kualitas pelayanan publik menurut Parasuraman, et.al dalam Zaina 

mukarom adalah Tangible, reliability, responsiviness, assurance dan empathy . 

Penelitian ini merupakan penelitia deskriptif yang berdasarkan data-data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dan analisis 

kualitattif terhadap masing-masing dimensi kualitas pelayanan dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Dimensi Tangible (penampilan atau bukti fisik ) 

Dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas pemerintah kecamatan 

patilaggio sebagai unsur penyelengara pelayanan telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dimana dalam memenuhi layanan 

yang berkualitas harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

Kantor yang memiliki fasilitas yang sudah sesuai harapan dalam pelayanan publik 

menjadikan masyarakat merasa terlayani dengan baik sebab di lihat dari aspek 

fasilitas sebagai pendukukung kegiatan pelayanan telah terpenuhi walaupun dalam 

satu kondisi jika fasilitas terganggu seperti pemadaman listrik maka berakibat 

pada tertundanya kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada 

masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Kemudahan dalam proses 

pelayanan publik dapat dilihat dari penampilan pegawai dalam memberikan 

layanan, kenyamanan tempat pelayanan, ketepatan dalam layanan, kemudahan 

akses pelanggan dalam menyampaikan permohonan serta didukung oleh alat dan 

sarana pendudkung pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kecamatan 

patilanggio kabupate pohuwato.  
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 Penyediaan fasilitas pendukung lainnya seperti papan informasi yang 

tersedia menjadi sarana publikasi yang sangat mendukung kelancaran dalam 

melakukan pelayanan, sebab dengan terinformasikan segala persyratan dan 

ketentuan yang berhubungan dengan permohonan kebutuhan publik secara cepat 

diselesaikan karena segala persyaratan telah terpenuhi dengan baik. Walaupun 

sedikit masih ada kesan dimasyarakat bahwa informasinya tidak secara 

komprehensif dicantumkan dipapan informasi tersebut. 

 Layanan yang diberikan oleh pegawai kecamatan Patilanggio telah 

memenuhi harapan publik sehingga perlu dijaga dan pertahankan demi terpenuhi 

kepuasan pelanggan sehingga berdampak pada kualitas  pelayanan di Kantor 

Camat Patilanggio tersebut.  Pemerintah Kecamatan sebagai pelayanan publik 

bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang 

dengan senang hati memberikan layanan,penuh perhatian, sopan serta penuh 

keramahan menjadi harapan satu-satunya agar terbangun kepuasan masyarakat.   

2. Reliability (Kehandalan)  

Reliability merupakan kemampuan untuk melakukan pelayanan yang telah 

dijanjikan secara akurat. Kehandalan pegawai dalam memberikan layanan sangat 

di dambakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan, oleh sebab itu ddalam 

mewujudkan harapan tersebut pegawai di Kantor Camat patilanggio telah 

menjalankan dan melaksnakan tugasnya sebagai pelaynan publik dengan dilandasi 

oleh pengetahuan dan kemampuan dalam bekerja sehinga dalam pelayanan publik 

terkesan baik dan memenuhi harapan masyarakat kususnya masyarakat di 

kecamtan patilanggio kabupaten pohuwato. Dari hasil yang diterima oleh 
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masyarakat pada umumnya pegawai telah memberikan kenayaman kepada 

masyarakat secara cermat penerimaan terhadap masyarakat terkesan baik, pegawai 

terdorong oleh peran serta pimpinan kecamatan dalam hal ini Camat yang 

senantiasa mendorong pegawainya agar senantiasa memperhatikan kualitas 

pelayanan publik di Kantor Camat Patilanggio  sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato.  

 Kemampuan serta kecermatan pegawai dalam memberikan pelayanan 

melalui pemanfaatan sarana dan prasarna pendukung dalam proses pelayanan 

serta keahlian pegawai dalam proses pelayanan. Walaupun masih terdapat 

kekurangan dalam pegoperasioan salah satu alat pendukung yakni camera bagi 

beberapa orang pegawai tetapi tidak terlalu besar dampaknya terhadap pelayanan 

pada umumnya. Pegawai yang bertugas jika berhalangan masuk maka pelayanan 

akan terlambat karena pekerjaan tersebut tidak dapat dikerjakan oleh pegawai lain. 

Hal ini yang harus mendapatkan perhatian adri pimpinan kecamatan agar 

menyiapkan  pegawai lain yang bisa menggantikan pegawai yang sementara tidak 

bisa hadir sehingga tida mengakiatkan penundaan layanan kepada masyarakat. 

 Disamping kekuarangan yang dikemukan di atas, masih terdapat pegawai 

yang kurang memiliki kepeduliaan terhadap pekerjaan lainnya apabila terddapat 

beberapa orang yang dilayani sehingga masyarakat harus menunggu atau antrian 

dalam pengurusan adminsitrasi. Untuk mewujudkan kehandalan dalam 

memberikan pelayanan secara tepat, cepat mudah dan lancar adalah merupakan 

sebuah penilaian bagi masyarakat. Karena kehandalan yang dimiliki pegawai 
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menjadi hal yang penting di miliki pegawai dalam memberikan kepuasan 

tersendiri bagi masyarakat. 

3. Responsiviness (Daya Tanggap) 

Resposiviness merupakan kesediaan membantu konsumen dan 

menyediakan pelayanan dengan cepat dalam menghadapi setiap keluhan atau 

keperluan yang disampaikan masyarakat. Respom yang diberikan kepada penggun 

alayanan adalah merupakan bentuk tindakan yang dilakukan dalam setiap 

permintaan kebutuhan masyarakat di kantor camat patilanggio, dan ini hal 

ditunjukkan melalui sikap, keinginan dan komitmen dalam mewujudkan 

pelayanan yang baik, jika ini dilakukan dsecara terus-menerus maka akan 

menubuhkan kesan yang baik bagi masyarakat sehingga tercipta peningkatan 

kualitas pelayanan publik di organisasi tersebut. Keermatan pegaawai dalam 

menyikapi setiap permintaan layanan merupakan indikator kualitas pelayanan 

sebab kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan 

komprehensip yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima.  

Pelayanan dengan sepenuh hati melalui sikap dan tindakan tepat. Cepat dan 

cermat serta santun yang secara sungguh-sungguh kepada pelanggan . 

Kesungguhan dimaksudkan adalah aparatur atau pegawai menjadikan kepuasan 

pelanggansebagai tujuan utamanya.Pegawai sebagai pelayann publik tidak 

mempunyai alasan sedikitpun untuk tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan 

secara total. Bahkan kepuasan pelangganlah yang dapat dijadikan barometer 

dalam mengukkur keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai hal ini, 

pegawai kantor Camat Patilanggioa tidak boleh menghindar dari prinsip 

pelayanan dilakukan sepenuh hati. 
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4. Assurance (Jaminan) 

Dalam rangka mencapai kualitas pelayanan yang terpenting diberikan 

kepada masyarakat adalah jaminan terhadap pelayanan tersebut.Adapun bentuk 

jaminan antara lain kepastian waktu layanan, keteapatan, kecepatan dan 

kemudahan dalam memberikan pelayanan. Setiap orang yang menerima layanan 

tentu akan merasa puas dan yakin bahwa segala urusan pelayanan yang dilakukan 

akan tuntas dan selesai seuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Dimensi assurance meliputi, pengetahuan kesopansantunan para pegawai 

dan kemampuannya untuk menyampaikan kepercayaan dan kerahasiaan.. Pada 

dimensi ini lebih menitiberatkan pada bagaiman pegawai memiliki sikap sopan 

santu selama dalam memberikan pelayanan serta menunjukkan sifat yang dapat 

dipercaya publik, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam hati pelanggan. 

Pegawai memberikan  jaminan kepastian terhadap pembebanan biaya jika memang 

ada.Namun pemerintah kecamatan tidak membebani atau telah menggratiskan 

segala pelayanan secara administrasi sehingga masyarakat merasa terbantu atas 

jaminan tersebut.   

 Pegawai sebagai Pelayan publik di Kantor Camat Patilanggio sebagian 

besar telah menunjang penyelengaraan pelayanan publik secara baik sebab 

didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (pegawai) yang sudah memadai 

baik dari aspek pendidikan, pengalaman, serta lama kerja pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya selama bertugas di Kantor Camat Patilanggio 

Kabupaten Pohuwato. Jaminan terhadap pelayanan ini sudah sangat dirasakan oleh 

masyarakat sehingga kedepan nanti hal pelayanan seperti ini perlua ditingkatkan. 
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Mengingat jaminan pelayanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kebijakan yang dibuat oleh pengambil kebijakan dalam hal ini Bupati sehingga jika 

akan berkelanjutan maka akan tergantung pada pimpinan daerah yang akan 

menggantinya nanti. Demikian pula dengan kebijakan yang dijalankan oleh Camat 

Patilanggio, perlu memperhitungkan kebijakan ini karena pertimbangannya camat 

juga sering mengalami pergantian, sehingga jaminan pelayanan yang selama ini 

telah dirasakan oleh masyarakat akan selalu menjadi dasar dalam menerapan 

kebijakan baru jika ada. Bukan saja jaminan terhadap biaya yang menjadi perhatian, 

namun dari segi watak dan karakter pegawaipun menjamin sebuah jaminan dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Penampilan pegawai dengan gaya yang 

harus menarik bagi pelanggan yang dilayani. Sebab masyarakat yang dilayani juga 

berbeda-beda watak, cara pandang dan sebagainya sehingga pelanggan merasa 

nyaman selama dalam kurun waktu menerima pelayanan dari pegawai Kantor 

Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

5. Empati (Empaty) 

Empati merupakan aktivitas yang meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pengguna layanan. 

Empati merupakan bentuk perhatian yang diberikan oleh pegawai baik secara 

perorangan terhadap penerima layanan dengan memposisikan dirinya sebagai 

pengguna layanan. Layanan yang diberikan oleh pegawai selalu mendahulukan 

kepentingan pelanggan. Pengguna layanan merupakan unsur yang menjadi lebih 

perioritas dalam setiap pelayanan, sebab pelanggan yang telah memahmi bahwa 

segala keperluan harus diberikan secara baik oleh pegawai sebagai pemberi layanan. 
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Namun kadang pegawai masih ada yang mengutamakan urusan pribadinya 

walaupun hanya beberapa saat saja.  

Namun dengan demikian perhatian pegawai atas tugas dan tanggungjawab 

sebagai pelayanan adalah menjadi prioritas. Sikap pegawai yang ditunjukkan melalui 

keramahan dalam menyapa pelanggan, merupakan salah satu hal yang menjadi 

perhatian pegawai. Sebab dalam pelayanan publik hampir tidak dapat dihindari 

pelanggan mencari-cari sisi kekuarangan yang dimiliki pegawai pada saat melayani. 

Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua unsur yang ada di Kantor camat 

Patilanggio sebab walaupun pegawai telah memperlihatkan sikap yang sopan santun 

selama dalam pelayanan perlu juga disadari bahwa pegawai juga adalah manusia 

biasa yang tidak memiliki kesempurna, sehingga sebaik apapun yang sudah 

ditampilkan tetap masih ada kekuarangannya.  

Pegawai menunjukkan sikap yang tidak emmbeda-bedakan dalam melayani 

masyarakat di Kecamatan Patilanggio yang selama ini dirasakan oleh masyarakat 

selama dalam waktu dilayani. Karena pegawai melaksanakan pelayanan sudah 

sesuai dengan standar pelayanan publik. Sikap menghargai sesama dalam pelayanan 

publik telah ditunjukan oleg pegawi dalam di Kantor Camat Patilanggio Kabupaten 

Pohuwato. hal ini dapat dilihat setiap menyalami pelanggan yang datang sikap 

pegawai yang dengan ramah menayakan apa yang menjadu keperluan dan urusan 

yang diperlukan di Kantor Camat, dengan senang hati pegawai telah melaksanakan 

semua pelayanan sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebgai 

pelayan publik, dan semuanya akan berdampak pada kepuasan kerja sehingga 

kualitas pelayanan akan tercipta dengan baik. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian pada hasil penelitian ddn pembahasan, maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

` Kualitas pelayanan publik di Kantor amat Patilanggio Kabupaten 

Pohuwato yang dinilai berdasarkan lima dimensi atau indikator yakni Tangibel, 

Reliability, Responsiviness, Assurance dan Empathy. 

a. Dimensi Tangibel, yaitu penampilan atau fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan alat-alat komunikasi. Sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu 

ditingkatkan, seperti ruang tungggu yang belum memadai, tidak cukup 

kenyamananya. 
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b. Dimeni Reliability, yaitu kemampuan untuk melakukan pelyanan yang telah 

dijanjikan secara akurat sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih perlu 

ditingkatkan pengetahuan pegawai terhadap penggunaan alat-alat tertentu, 

misalnya camera khusus pengurusan KTP, sehingga semua pelanggan terlayani 

dengan baik. 

c. Dimensi Responsiviness (Data Tanggap), yakni kesediaan untk membantu 

konsumen atau pelanggan dan menyediakan pelayanan dengan cepat, tepat, 

cermat dan meespon keluhan pengguna layanan sudah diterapkan dengan baik 

dan tidak keluhan dari masyarakat sehingga hal perlu diperthankan. 

d. Domensi Assurance (jaminan) yakni kemampuan pegawai dalam memberikan 

jaminan dalam hal ketepatan waktu pelayanan dan penyelesaian pekerjaan serta 

jaminan kepastian biaya sudah diterapkan dengan baik den sesuai dengan 

harapan masyarakat hal ini dibuktikan selama ini belum komplein yang 

signifikan dari masyarakat Kecmatan Patilanggio Kabupetn Pohuwato. 

 

5.2.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut :  

1. Pemerintah Kecamatan Patilanggio masih perlu menyediakan sarana atau tuang 

tungggu bagi masyarakat yang lebih mememadai sehingga masyarakat atau 

pelanggan selama dalam waktu menunggu merasa nyaman. 
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2. Pemerintah Kecamatan Patilanggio perlu meningkatkan pengetahuan pegawai 

melalui diklat dalam mengoperasikan alat / camera yang mendukung pelayanan 

KTP. 

3. Dalam pelayanan publik Pemerintah perlu menyediakan papa informasi yang 

memadai terhadap bentuk dan jenis layanan yang menjadi tanggungjawab Kantor 

Camat sehingga masyarakat dalam memenuhi persyaratan berkas sudah dapat 

disiapkan sebelum meminta pelayanan dari pegawai Kantor Camat Patilanggio 

Kabupaten Pohuwato. 
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